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MOTTO 
 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap” 
(Q.S. Al Insyirah: 5-8) 
 
“Harga kebaikan manusia diukur menurut apa yang telah diperbuatnya” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Tidak perlu membandingkan proses kita dengan orang lain, karena setiap orang 
akan mekar pada masanya” 
(Penulis) 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to find out and analyze the suitability of PSAP No. 02 
concerning Cash Based Budget Realization Report based on PP No. 71 of 2010 at 
the Klaten Regency Regional Financial Management Agency. 
 This research is a qualitative research with a descriptive approach. The 
data used are primary data and secondary data. Primary data is obtained from 
interviews while secondary data comes from financial reports, documentation, 
and research records. Data analysis techniques used descriptive techniques with 
credibility testing using source and technique triangulation techniques. 
 The results showed that the Klaten District Government had presented 8 
components of the Budget Realization Report, namely Income-LRA, Expenditures, 
Transfers / Surplus / Deficit-LRA, Revenue Financing, Financing Expenditures, 
Net Financing, and More / Less Budget Financing (SiLPA / SiKPA) ) The 
implementation of the LRA in Klaten Regency is almost entirely in accordance 
with PSAP No. 02, there is only one that is not suitable, namely transactions in 
foreign currencies because indeed Klaten Regency has never conducted 
transactions with foreign parties. 
 
Keywords: Budget realization report. Application of government accounting 
standards, PSAP number 02. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuain 
PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas berdasarkan PP 
No. 71 Tahun 2010 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh dari hasil wawancara sedangkan data sekunder berasal dari 
laporan keuangan, dokumentasi, dan catatan-catatan penelitian. Teknik analisis 
data menggunakan teknik deskriptif dengan uji kredibilitas menggunakan teknik 
triangulasi sumber dan teknik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah 
menyajikan 8 komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan-LRA, 
Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran 
Pembiayaan, Pembiayaan Neto, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 
(SiLPA/SiKPA). Penerapan LRA di Kabupaten Klaten hampir scara keseluruhan 
sudah sesuai dengan PSAP No. 02, hanya ada satu yang tidak sesuai yaitu 
transaksi dalam mata uang asing karena memang Kabupaten Klaten tidak pernah 
melakukan transaksi dengan pihak asing. 
 
Kata Kunci: Laporan realisasi anggaran. Penerapan standar akuntansi 
pemerintahan, PSAP nomor 02. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Pada era sekarang, pemerintah semakin berlomba-lomba untuk 
mewujudkan pemerintahan yang baik. Hal itu biasa disebut dengan nama good 
governance. Tuntutan dari masyarakat semakin mendorong pemerintah untuk 
melakukan perubahan-perubahan demi mewujudkan pemerintahan yang baik. 
Penerpapan good governance bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, 
pemerintah, maupun pihak sektor swasta. (Pramudiana, 2017) 
Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan good 
governance yakni pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menerapkan 
transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk 
kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
sebelumnya (Mardiasmo, 2002). 
Setiap negara memiliki memiliki standar akuntansi yang berbeda-beda 
yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan dan penyusunan laporan 
keuangan (Stefani, 2014). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) disusun dan 
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 
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Di Indonesia standar akuntansi pemerintah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang 
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Dalam pengelolaan keuangan 
pemerintah menggunakan dualisme standar yaitu SAP digunakan untuk 
pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Sedangkan kekayaan negara 
yang dipisahkan dikelola oleh BUMN/BUMD menggunakan SAK (Halim Dan 
Kusufi, 2014: 228). 
Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu standar, pedoman, prinsip-
prinsip yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan baik pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya Standar Akuntansi 
Pemerintahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas 
laporan keuangan sehingga akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 
dalam pengelolaan keuangan daerah serta Good Governance dapat tercapai 
(Irawan, 2016). 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan di lingkup 
pemerintahan, baik pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di 
pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak 
pada meningkatnya kualitas pelaporan keuangan d pemerintah pusat dan daerah. 
Hal ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar 
pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi dan 
akuntabilitas (Nordiawan, Putra, dan Rahmawati, 2008: 123). 
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Pada tahun 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk 
meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja Pemerintah. Perubahan yang 
sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh PP No. 24 Tahun 2005 adalah 
diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual oleh Pemerintah, termasuk 
pemerintah daerah dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas 
menuju akrual (cash toward accrual) (Utomo dan Elbash, 2016). 
Perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 terletak pada basis pencatatannya. 
Dalam PP No. 24 tahun 2005 menggunakan basis pencatatan kas menuju akrual 
yang mengakui pendapatan, belanja, pembiayaan yang berbasis kas, serta 
mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. Sedangkan pada PP No. 71 
tahun 2010  mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam 
pelaporan finansial yang berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan dalam pelaksanaan pelaporan anggaran berdasarkan basis yang telah 
ditetapkan dalam APBN/APBD (Asmiati dan Walandouw, 2015). 
Salah satu unsur penting dalam Laporan Keuangan yaitu  Laporan 
Realisasi Anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian 
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya 
dalam satu periode pelaporan. Yang membedakan laporan keuangan komersial 
dengan laporan keuangan pemerintah yaitu pada Laporan Realisasi Anggaran. 
Dalam laporan keuangan komersial tidak terdapat Laporan Realisasi Anggaran. 
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Penerapan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 
dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah 
disebutkan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang memerintahkan untuk 
memeriksa apakah laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah 
Daerah yang telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai 
Standar Akuntansi Pemerintahan, serta tepat waktu atau tidak (Stefani, 2014). 
Dengan berbagai peraturan yang sudah ditetapkan, tentunya pemerintah 
menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian dan 
pengelolaan keuangan daerah. Tetapi pada kenyataannya masih banyak 
Pemerintah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). BPK 
juga masih banyak menemukan penyimpangan dalam Realisasi Anggaran. Dilihat 
dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, dapat diketahui bahwa Kabupaten Klaten 
selama dua tahun berturut-turut mendapatkan opini WDP dari BPK pada tahun 
anggaran 2016 dan 2017. Penyebab capaian WDP adalah kesalahan penyajian 
dana BOS (BPK, 2018). 
Penatausahaan dan penyajian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
dalam LKPD Klaten tahun 2017 belum memadai,penyajian saldo kas di 
Bendahara BOS yang berasal dari rekapitulasi laporan sekolah serta realisasi 
pendapatan dan belanja sumber dana BOS hasil rekonsiliasi pada sekolah tidak 
valid dan andal, pelampauan anggaran atas realisasi belanja dana BOS, serta 
realisasi dana BOS yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak 
sesuai dengan kode jenis rekening sehingga penyajian pendapatan dan belanja 
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sumber dana BOS serta saldo akhir kas di Bendahara BOS tahun 2017 belum 
dapat diyakini kewajarannya (BPK, 2018). 
Peristiwa tersebut menimbulkan dugaan adanya kekurangsesuaian 
penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten 
dengan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02. Untuk 
mengetahui kesesuaian penyusunan laporan realisasi anggaran, diperlukan 
evaluasi atas hasil dan proses kegiatan penganggaran. Hasil dan proses 
penganggaran antara lain laporan realisasi anggaran, proses penyusunan anggaran 
dan bukti-bukti pendukung. 
Hasil penelitian dari Utomo dan Elbash  (2016) menunjukkan bahwa 
laporan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik telah 
menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang disebut SIMDA. Penyajian 
laporan realisasi anggaran secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 2, 
dengan menyajikan struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan, dan isi 
laporan realisasianggaran.  
Penelitian dari Santie, Jantje, dan Lidia (2015) menjelaskan bahwa Dinas 
Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi Sulawesi Utara telah berpedoman 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam menyajikan laporan 
keuangan khususnya pada laporan realisasi anggaran. Sebaiknya Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara bisa lebih transparansi atau lebih 
terbuka dalam memberi atau membagi informasi mengenai laporan keuangannya. 
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Irawan (2016) menyimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi 
Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilihat dari Basis 
Akuntansi, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsip Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan, Pengakuan dalam Penyajian LRA, Pengukuran dalam Penyajian LRA 
secara keseluruhan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 
Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 
64 Tahun 2013. 
Penelitian yang dilakukan oleh Djuitaningsih dan Oktafani (2011) 
menunjukkan bahwa kesesuaian penyusunan dan pelaksanaan LRA Kota 
Tangerang Selatan dengan PSAP Nomor 2 adalah sebesar 60,71% sedangkan IPM 
Kota Tangerang Selatan meningkat dari tahun 2008 sebesar 74,80% dan pada 
tahun 2009 sebesar 75,01%. Jadi, pengelolaan anggaran yang profesional dan 
akuntabel dengan berpedoman pada PSAP Nomor 2 dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan seperti yang terangkum dalam 
IPM Kota Tangerang Selatan. 
Dan penelitian yang dilakukan oleh Herli, Hafidhah dan Humaira (2016) 
menunjukkan bahwa RSUD dr. H. Moh. Anwar Pemerintah Sumenep belum 
menerapkan PP. 2010 No.71 namun berdasarkan PP. 2005 No.24 yang 
menggunakan, basis kas menuju akrual, ditemukan hambatan dalam kesiapan 
seperti kurangnya jumlah sumber daya manusia seperti yang diterapkan di setiap 
SKPD dan alat kesiapan belum diuji. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan 
kualitas dan kuantitas latar belakang pendidikan sumber daya manusia akuntansi 
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yang sesuai dan mengadakan sosialisasi, bantuan teknis sehingga menghasilkan 
laporan keuangan yang relevan dan transparan. 
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul ”Analisis Penerapan Psap Nomor 02 Tentang Laporan 
Realisasi Anggaran Berbasis Kas Berdasarkan Pp Nomor 71 Tahun 2010 Di 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi 
masalah yaitu adanya dugaan kekurangsesuaian penyusunan Laporan Realisasi 
Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan standar yang berlaku. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah 
dan sasaran penelitian. Batasan dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya fokus 
pada penerapan penyajian laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten 
Klaten sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 dalam 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi bahasan 
dalam penelitian ini yaitu apakah penyajian Laporan Realisasi Anggaran 
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016 sudah sesuai dengan Pernyataan 
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Standar Akuntansi Pemerintah No. 02 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 
Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Laporan 
Realisasi Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Klaten sudah sesuai 
atau belum dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 tentang 
Penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 
Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai: 
1. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak 
yang membutuhkan dan dapat digunakan sebagai bahan masukan informasi 
kepada para pegawai dan karyawan untuk dijadikan panduan mengenai 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No.02 Tentang Laporan Realisasi 
Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Bagi 
Pembaca dapat memberikan pemahaman mengenai sistem Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan No.02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 di BPKD Kabupaten 
Klaten, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah dan dapat digunakan 
sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir bagi peneliti lain. 
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2. Bagi BPKD Kabupaten Klaten 
Bagi Pemerintah Daerahdapat digunakan sebagai salah satu cara dalam 
melakukan penyempurnaan dalam PSAP No.02 Tentang Laporan Realisasi 
Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan. 
 
1.7. Hasil Penelitian yang Relevan 
Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu yang Relevan 
No. Nama  Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1. Utomo dan 
Elbash (2016) 
Penerapan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan 
Nomor 02 Tentang 
Laporan Realisasi 
Anggaran 
Berdasarkan PP No. 
71 Tahun 2010 Di 
Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten 
Gresik 
Laporan realisasi anggaran pada 
Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Gresik telah 
menggunakan pencatatan 
terkomputerisasi yang disebut 
SIMDA. Penyajian laporan 
realisasi anggaran di Dinas 
Pekerjaan Umum secara 
keseluruhan telah sesuai dengan 
PSAP No. 2, dengan 
menyajikan struktur laporan 
realisasi anggaran, periode 
pelaporan, dan isi laporan 
realisasi anggaran. 
2. Santie, Jantje, 
dan Lidia 
(2015) 
Analisis Penyajian 
Laporan Realisasi 
Anggaran Pada 
Dinas Energi Dan 
Sumber Daya 
Mineral Provinsi 
Sulawesi Utara 
Dinas Energi dan Sumber Daya 
Mineral pada Provinsi Sulawesi 
Utara telah berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 dalam menyajikan 
laporan keuangan khususnya 
pada laporan realisasi anggaran. 
Sebaiknya Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral Provinsi 
Sulawesi Utara bisa lebih 
transparan atau lebih 
terbukadalam memberitahu 
informasi mengenai laporan 
keuangannya. 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 1.1 
No. Nama  Judul Penelitian Hasil Penelitian 
3. Asmianti dan 
Walandouw 
(2015) 
Evaluasi Penerapan 
Pernyataan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan 
Tentang Penyajian 
Laporan Realisasi 
Anggaran 
Pemerintah 
Kabupaten  
Minahasa Utara. 
Kabupaten Minahasa Utara 
telah menggunakan pencatatan 
terkomputerisasi yang disebut 
SIMDA. Penyajian laporan 
realisasi anggaran Kabupaten 
Minahasa Utara secara 
keseluruhan telah sesuai dengan 
PSAP No. 2, dengan 
menyajikan struktur laporan 
realisasi anggaran, periode 
pelaporan, dan isi  laporan 
realisasi anggaran. Pada tahun 
anggaran berikutnya, sebaiknya 
Pemerintah Kabupaten 
Minahasa Utara dalam 
menyajikan LRA sesuai dengan 
PP No. 71 tahun 2010 tentang 
SAP. 
4. Irawan (2016) Penerapan 
Pernyataan Standar 
Akuntansi 
Pemerintah Nomor 
02 Tentang Laporan 
Realisasi Anggaran 
Dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor  
71 Tahun 2010 Dan 
Permendagri Nomor 
64 Tahun 2013 
(Studi Kasus Pada 
Pemerintah 
Kabupaten 
Mojokerto). 
Penyajian Laporan Realisasi 
Anggaran yang disusun oleh 
Pemerintah Kabupaten 
Mojokerto dilihat dari Basis 
Akuntansi, Karakteristik 
Kualitatif, Prinsip-prinsip 
Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan, Pengakuan dalam 
Penyajian LRA, Pengukuran 
dalam Penyajian LRA sudah 
sesuai dengan PSAP No. 02 
dalam PP No. 71 Tahun 2010 
dan Permendagri 64 Tahun 
2013. 
5. Djuitaningsih 
dan Oktafani 
(2011) 
Hubungan 
Penerapan PSAP No. 
2 Tentang Laporan 
Realisasi Anggaran 
Dengan Tingkat 
Kesejahteraan 
Masyarakat  (Studi 
Kasus Pada 
Pemerintahan Kota 
Tangerang Selatan) 
Kesesuaian penyusunan dan 
pelaksanaan LRA Kota 
Tangerang Selatan dengan 
PSAP No. 2 adalah sebesar 
60,71% dan IPM Kota 
Tangerang Selatan tahun 2009 
sebesar 75,01 meningkat dari 
tahun 2008 yaitu sebesar 74,80 
sebelum Tangerang Selatan 
menerapkan PSAP No. 2. Jadi,  
        Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 1.1 
No. Nama  Judul Penelitian Hasil Penelitian 
   pengelolaan anggaran yang 
profesional dan akuntabel 
dengan berpedoman pada PSAP 
No. 2 dapat meningkatkan 
kondisi kesejahteraan 
masyarakat Kota Tangerang 
Selatan seperti yang terangkum 
dalam IPM Kota Tangerang 
Selatan. 
6.  Herli, 
Hafidhah dan 
Humaira 
(2016) 
Implementation of 
Financial Reporting 
Badan Layanan 
Umum Daerah 
(BLUD) Under PP 
No. 71 2010 about 
Government 
Accounting 
Standards on dr . 
H.Moh. Anwar 
Hospital Sumenep-
Indonesia. 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa RSUD dr. H. Moh. 
Anwar Pemerintah Sumenep 
belum menerapkan PP. 2010 
No.71 namun berdasarkan PP. 
2005 No.24 yang menggunakan, 
basis kas menuju akrual, 
ditemukan hambatan dalam 
kesiapan seperti kurangnya 
jumlah sumber daya manusia 
seperti yang diterapkan di setiap 
SKPD dan alat kesiapan belum 
diuji. Hal ini diperlukan untuk 
meningkatkan kualitas dan 
kuantitas latar belakang 
pendidikan sumber daya 
manusia akuntansi yang sesuai 
dan mengadakan sosialisasi, 
bantuan teknis sehingga 
menghasilkan laporan keuangan 
yang relevan dan transparan. 
 
1.8.  Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara 
menggambarkan, menguraikan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata 
dan tabel. Penelitian akan dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Klaten. Dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dengan 
melakukan wawancara dan dokumentasi. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Sedangkan data sekunder 
berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Teknik analisis 
data menggunakan teknik deskriptif dengan uji kredibilitas menggunakan teknik 
triangulasi sumber dan teknik. 
 
1.9. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.10. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan teori-teori pendukung dan hasil penelitian 
terdahulu sebagai acuan penelitian ini. 
BAB III  : METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat 
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan teknik 
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pengambilan sampel, definiai operasional variabel, dan teknik analisis 
data. 
BAB IV  : PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, analisis data, dan 
pembahasannya. 
BAB V  : PENUTUP 
Dalam bab ini ditarik kesimpulan atas hasil penelitian yang dibahas 
dalam bab sebelumnya dan keterbatasan yang dihadapi serta saran-
saran yang ingin penulis sampaikan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Standar Akuntansi Pemerintahan 
2.1.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 
11Standar Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi 
sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan 
organisasi pemerintahan. 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan regulasi yang dibuat 
oleh pemerintah untuk mengatur sistem pelaporan keuangan dan akuntansi 
pemerintah, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-
masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, dan 
satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang diwajibkan oleh 
peraturan perundang-undangan untuk menyusun laporan keuangan. (Halim dan 
Kusufi, 2012: 244) 
Menurut Siregar (2015) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian 
laporan keuangan pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (PSAP). PSAP merupakan SAP yang diberi nomor, 
judul, isi, dan tanggal berlaku. 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi 
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 
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Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum 
dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. SAP 
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan sektor publik. 
(Bastian, 2010: 138) 
Menurut Mahsun (2013) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan 
yang mempunyai kekuatab hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan 
keuangan pemerintah Indonesia. 
Sedangkan menurut Irawan (2016), Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP) adalah suatu standar, pedoman-pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan 
dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah bak pusat maupun daerah. 
Sehingga dengan adanya SAP ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus 
disusun sesuai dengan standar yang berlaku. 
Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam 
upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. SAP menjadi acuan 
wajib yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintahan. Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan 
sehingga akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 
keuangan pemerintah serta good governance dapat tercapai. 
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2.1.2. Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang dihasilkan dari 
penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih bagi 
para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan 
keuangan pemerintah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini 
sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan 
sebanding dengan manfaat yang diperoleh. 
Standar Akuntansi Pemerintahan bermanfaat untuk meningkatkan 
keterbandingan antar laporan keuangan pemerintah. SAP juga berusaha 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 
sehingga Indonesia bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 
dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. (Halim dan Kusufi, 
2012: 224) 
 
2.1.3. Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Pada 
penerapannya, akan muncul beberapa kebutuhan dalam berbagai peraturan baik di 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP. (Bastian, 2010: 139) 
 
2.1.4. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan 
Menurut Bastian (2010) ruang lingkup SAP adalah sebagi berikut: 
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1. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan dan setiap satuan organisasi 
pemerintah diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan. 
2. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap 
standar yang diterbitkan. 
3. Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme prosedural yang meliputi 
tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh Komite. 
4. Proses penyiapan SAP yang digunakan ini berlaku umum secara internasional 
dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian ini 
dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan 
kemampuan pengguna untuk memahami serta melaksanakan standar yang 
ditetapkan. 
 
2.1.5. Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah, KSAP melalui 
pemerintah, meminta pertimbangan BPK RI atas draf SAP. Komite Konsultatif 
lalu mengusulkan draf SAP final kepada Presiden melalui Menteri Keuangan 
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah. (Bastian, 2010: 140) 
 
2.1.6. Struktur dan Isi Standar Akuntansi Pemerintahan 
Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). PSAP disusun dan dikembangkan oleh 
KSAP dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. 
Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 PSAP terdiri dari: 
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1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan 
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas 
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas 
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan 
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan 
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi 
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap 
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban 
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak 
Dilanjutkan 
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian 
12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional 
 
2.2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 
Standar ini mencakup pengertian laporan realisasi anggaran dan tujuan 
laporan realisasi anggaran. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah 
menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah 
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran 
adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan 
secara tersanding. 
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2.2.1. Tujuan dan Ruang Lingkup 
Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 
adalah sebagai dasar penyajian laporan realisasi anggran untuk pemerintah dalam 
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Ruang lingkup PSAP Nomor 02 adalah penyusunan laporan 
realisasi anggaran berbasis kas oleh unit pemerintah. (Siregar, 2015: 86) 
 
2.2.2. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran 
Menurut PSAP No. 02 Laporan Realisasi Annggaran menyediakan 
informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-
LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para 
pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-
sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap 
anggaran dengan:  
1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 
daya ekonomi; 
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang 
berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan 
efektivitas penggunaan anggaran. 
Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam 
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan 
pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan 
laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan 
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informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan 
penggunaan sumber daya ekonomi; 
1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; 
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan 
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
2.2.3. Struktur Laporan Realisasi Anggaran 
Pada PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi 
realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan 
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.  
Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, 
dan diulang pada setiap halaman pelaporan, jika dianggap perlu, informasi 
berikut: 
1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikas lainnya; 
2. Cakupan entitas pelaporan; 
3. Periode yang dicakup; 
4. Mata uang pelaporan; dan  
5. Satuan angka yang digunakan. 
 
2.2.4. Periode Pelaporan 
Dalam PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu 
entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu 
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periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan 
informasi sebagai berikut: 
1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; 
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan 
catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 
 
2.2.5. Laporan Realisasi Anggaran 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen 
laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan 
anggaran entitas pelaporan secara tersandng untuk suatu periode tertentu. 
Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi 
keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan 
entitas pelaporan terhadap anggaran. (Halim dan Kusufi, 2014: 284) 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan 
ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh 
pemerintah dalam suatu periode (Siregar, 2015: 82). LRA mengungkapkan 
kegiatan keuangan pemrintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan 
terhadap APBN/APBD. (Halim dan Kusufi, 2012: 271) 
Pada akuntansi sektor swasta, penganggaran termasuk dalam bagian 
akuntansi manajemen dimana laporan realisasinya hanya menjadi konsumsi 
manajemen saja. Sedangkan pada sektor publik, penganggaran menjadi bagian 
penting yang harus dilaporkan kepada pihak luar (publik) dikarenakan tuntutan 
akuntabilitas dan transparansi kepada pemerintah termasuk dalam 
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mengalokasikan sumber daya ekonomi yang mereka kelola dan bagaimana 
realisasinya. (Halim dan Kusufi, 2012: 271) 
 
2.2.6. Isi  Laporan Realisasi Anggaran 
1. Akuntansi Pendapatan LRA 
Definisi pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar 
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan 
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan Pendapatan LRA adalah 
semua penerimaan kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan 
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.  
Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum 
pemerintah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran 
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali 
oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas 
Umum Negara/Daerah (Siregar, 2015: 130). 
Dalam PSAP No. 02 akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas 
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah 
netonya. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan 
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian 
bagi manajemen pemerintah pusat maupun daerah. 
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2. Akuntansi Belanja  
Belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara umum 
pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah 
(Siregar, 2015: 161). Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2010) belanja 
berdasarkan basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum 
negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun 
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah. Berdasarkan basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah 
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
Dalam akuntansi belanja diklasifikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis 
belanja), organisasi, dan fungsi. Tetapi dalam Laporan Realisasi Anggaran, 
klasifikasi yang digunakan hanya klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi adalah 
pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan 
suatu aktvitas. Klasifikasi tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, 
belanja tidak terduga, dan transfer. (Halim dan Kusufi, 2012: 107) 
a. Belanja Operasi 
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 
pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok 
belanja operasi terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang; 
c. Belanja bunga; 
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d. Belanja subsidi; 
e. Belanja hibah; 
f. Belanja bantuan sosial; 
g. Belanja bantuan keuangan. 
b. Belanja Modal 
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi. Belanja modal meliputi: 
a. Belanja tanah; 
b. Belanja peralatan dan mesin; 
c. Belanja modal gedung dan bangunan; 
d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; 
e. Belanja aset tetap lainnya; 
f. Belanja aset lainnya. 
c. Belanja Tidak Terduga 
Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang 
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan 
bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang 
sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaran kewenangan pemerintah 
pusat/daerah. 
d. Transfer 
Dalam peraturan terdahulu, tidak terdapat kelompok belanja ini. 
Kelompok belanja transfer muncul setelah adanya Peraturan Pemerintah 
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Nomor 24 Tahun 2005 dan masih tetap ada dalam SAP Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (Halim dan Kusufi, 2012: 108) 
 
PSAP No. 02 menggambarkan contoh klasifikasi belanja menurut 
ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut: 
Belanja Operasi: 
1. Belanja Pegawai       xxx 
2. Belanja Barang      xxx 
3. Bunga        xxx 
4. Subsidi        xxx 
5. Hibah        xxx 
6. Bantuan Sosial      xxx 
Belanja Modal  
1. Belanja Aset Tetap      xxx 
2. Belanja Aset Lainnya     xxx 
3. Belanja Lain-lain/Tak Terduga    xxx 
4. Transfer        xxx 
 
Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan 
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk 
keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi 
belanja tersebut. 
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3. Akuntansi Transfer 
Akuntansi transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas 
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, seperti dana perimbangan oleh 
pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.Menurut Lampiran 
E.XXIII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman , transfer 
pemerintah provinsi terdiri atas (Halim dan Kusufi, 2012: 108): 
a. Bagi hasil pajak ke kabupaten/kota; 
b. Bagi hasil retribusi ke kabupaten/kota; 
c. Bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/ kota. 
Adapun transfer pemerintah kabupaten/kota meliputi transfer bagi hasil ke 
desa yaitu (Halim dan Kusufi, 2012: 108): 
a. Bagi hasil pajak; 
b. Bagi hasil retribusi; 
c. Bagi hasil pendapatan lainnya. 
Menurut PSAP No. 02 transfer dibedakan menjadi 2, yaitu: 
a. Transfer masuk, adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya 
penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari 
pemerintah provinsi. 
b. Transfer keluar, adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas 
pelaporan lain seperti dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi 
hasil oleh pemerintah daerah. 
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4. Akuntansi Surplus/Defisit LRA 
Dalam PSAP No. 02 menjelaskan bawa Surplus LRA adalah selisih lebih 
antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit LRA 
adalah selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 
Perhitungan surplus/defisit LRA dilakukan di tingkat pemerintah pusat maupun 
daerah melalui jurnal penutup pada saat dilakukan proses penggabungan atau 
konsolidasian. (Halim dan Kusufi, 2014: 290) 
Apabila terjadi surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, 
penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah 
pusat/daerah atau untuk pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Jika 
terjadi defisit, pembiayaan yang dilakukan untuk menutup defisit ini bersumber 
dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana 
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan 
pinjaman, dan penerimaan piutang. (Halim dan Kusufi, 2012: 114-115) 
5. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan 
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas pada rekening kas 
umum pemerintah yang perlu dibayar kembali di masa depan yang berasal dari 
pinjaman, penjualan obligasi, hasil pravitasi perusahaan daerah, penerimaan 
kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi 
permanen, dan pencairan dana cadangan (Siregar, 2015: 194). 
Penerimaan daerah diakui pada saat diterima pada transaksi kas umum 
daerah. Kelompok penerimaan pembiayaan terdiri atas (Halim dan Kusufi, 2012: 
109): 
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a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 
Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu 
yang mencakup penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang 
sampai akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan, dan 
semua penerimaan daerah. 
b. Pencairan Dana Cadangan 
Merupakan sumber pembiayaan yang dapat berasal dari penyisihan atas 
penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah atau 
penerimaan lain yang penggunaanya dibatasi untuk pengeluaran tertentu 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
c. Penerimaan Pinjaman Daerah 
Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari kegiatan meminjam dana 
termasuk menerbitkan obligasi. 
d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 
Sumber pembiayaan yang didapatkan dari diterimanya kembali sejumlah 
pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat/daerah. 
e. Penerimaan Piutang Daerah 
Sumber pembiayaan yang berasal dari pelunasan piutang oleh pihak ketiga. 
f. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Sumber pembiayaan yang berasal dari penjualan perusahaan milik 
daerah/BUMD, dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang bekerjasama 
dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah 
daerah. 
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6. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan 
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran kas dari rekening kas 
umum pemerintah yang perlu diterima kembali di masa depan antara lain 
pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyrtaan modal pemerintah, 
pembayaran kembali pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan (Siregar, 
2015:94). Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2012), pengeluaran pembiayaan 
adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus 
anggaran.  
Pengeluaran daerah diakui pada saat dikeluarkan dari transaksi kas umum 
daerah. Kelompok pengeluaran pembiayaan terdiri dari (Halim dan Kusufi, 2012: 
111): 
a. Pembentukan Dana Cadangan 
Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan 
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 
tahun anggaran. 
b. Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah) 
Sumber pembiayaan yang berasal dari kegiatan investasi. 
c. Pembayaran Pokok Utang 
Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran 
kewajiban yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, 
jangka menengah, dan jangka panjang. 
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d. Pemberian Pinjaman Daerah 
Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang 
diberikan kepada pemerintah pusat/daerah. 
7. Akuntansi Pembiayaan Neto 
Menurut PSAP No. 02 Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan 
pembiyaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam satu periode 
anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan pembiayaan setelah 
dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode pelaporan dicatat dalam pos 
pembiayaan neto (Halim dan Kusufi, 2012: 112). 
8. Akuntansi Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 
Berdasarkan PSAP No. 02 Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran 
(SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan 
pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi 
pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 
selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. 
SiLPA/SiKPA diperoleh dari penutupan akun Surplus/Defisit dan 
Pembiayaan Neto pada akhir tahun anggaran, untuk selanjutnya dipindahkan ke 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Halim dan Kusufi, 2014: 291). 
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Tabel 2.1 
Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota 
 
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 
20X1 DAN 20X0 
(Dalam Rupiah) 
NO. URAIAN ANGGARAN 
 
REALISASI (%) REALISASI 
  20X1 20X1 20X0 
1 PENDAPATAN     
2  PENDAPATAN ASLI DAERAH     
3       Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xx xxx 
4       Pendapatan Retribusi Daerah  xxx xxx xx xxx 
5 Pendapatan  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 
xxx xxx xx xxx 
6       Lain-lain PAD yang sah xxx xxx xx xxx 
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) xxxx xxxx xx xxxx 
8      
9 PENDAPATAN TRANSFER     
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA 
PERIMBANGAN 
    
11       Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx 
12       Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xx xxx 
13       Dana Alokasi Umum xxx xxx xx xxx 
14       Dana Alokasi Khusus xxx xxx xx xxx 
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana 
Perimbangan (11 S/D 14) 
xxxx xxxx xx xxxx 
16      
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – 
LAINNYA 
    
18       Dana Otonomi Khusus xxx xxx xx xxx 
19       Dana Penyesuaian xxx xxx xx xxx 
20 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
- Lainnya (18 S/D 19) 
xxxx xxxx xx xxxx 
21      
22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI     
23       Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx 
24       Pendapatan Bagi Hasil Lainnya xxx xxx xx xxx 
25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 S/D 
24) 
xxxx xxxx xx xxxx 
26 Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) xxxx xxxx xx xxxx 
27      
28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH     
29       Pendapatan Hibah xxx xxx xx xxx 
30       Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xx xxx 
31       Pendapatan Lainnya xxx xxx xx Xxx 
32 Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (29 
S/D 31) 
xxx xxx xx xxx 
33 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26+ 32) xxxx xxxx xx xxxx 
34      
35 BELANJA     
36 BELANJA OPERASI     
37       Belanja Pegawai xxx xxx xx xxx 
        Tabel berlanjut...
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 Lanjutan tabel 2.1      (Dalam Rupiah) 
NO. URAIAN ANGGARAN 
 
REALISASI (%) REALISASI 
  20X1 20X1  20X0 
38       Belanja Barang xxx xxx xx xxx 
39       Bunga  xxx xxx xx xxx 
40       Subsidi xxx xxx xx xxx 
41       Hibah  xxx xxx xx xxx 
42       Bantuan Sosial xxx xxx xx xxx 
43 Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42) xxxx xxxx xx xxxx 
44      
45    BELANJA MODAL     
46       Belanja Tanah xxx xxx xx xxx 
47       Belanja Peralatan dan Mesin xxx xxx xx xxx 
48       Belanja Gedung dan Bangunan xxx xxx xx xxx 
49       Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx xx xxx 
50       Belanja Aset Tetap Lainnya xxx xxx xx xxx 
51       Belanja Aset Lainnya xxx xxx xx xxx 
52 Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) xxxx xxxx xx xxxx 
53      
54 BELANJA TAK TERDUGA     
55       Belanja Tak Terduga xxx xxx xx xxx 
56 Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55) xxxx xxxx xx xxxx 
57 JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56) xxxx xxxx xx xxxx 
58      
59 TRANSFER     
60 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA     
61       Bagi Hasil Pajak xxx xxx xx xxx 
62       Bagi Hasil Retribusi xxx xxx xx xxx 
63       Bagi Hasil Pendapatan Lainnya xxx xxx xx xxx 
64 Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa (61 s/d 63) xxxx xxxx xx xxxx 
65 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 
(57 + 64) 
    
66      
67 SURPLUS/DEFISIT (33-65) xxx xxx xx xxx 
68      
69 PEMBIAYAAN     
70      
71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN     
72       Penggunaan SiLPA xxx xxx xx xxx 
73       Pencairan Dana Cadangan xxx xxx xx xxx 
74       Hasil Penjualan Kekayaan Daerag yang 
Dipisahkan 
xxx xxx xx xxx 
75       Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat xxx xxx xx xxx 
76       Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah 
Lainnya 
xxx xxx xx xxx 
77       Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan 
Bank  
xxx xxx xx xxx 
78       Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan 
Bukan Bank  
xxx xxx xx xxx 
79       Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi xxx xxx xx xxx 
80       Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya xxx xxx xx xxx 
81       Penerimaan Kembali Pinjaman kepada 
Perusahaan Negara  
xxx xxx xx xxx 
82       Penerimaan Kembali Pinjaman kepada 
Perusahaan Daerah  
xxx xxx xx xxx 
        Tabel berlanjut...
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 Lanjutan tabel 2.1      (Dalam Rupiah) 
NO. URAIAN ANGGARAN 
 
REALISASI (%) REALISASI 
  20X1 20X1  20X0 
83       Penerimaan Kembali Pinjaman kepada 
Pemerintah Daerah Lainnya  
xxx xxx xx xxx 
84 Jumlah Penerimaan (72 s/d 83) xxxx xxxx xx xxxx 
85      
86 PENGELUARAN PEMBIAYAAN     
87       Pembentukan Dana Cadangan xxx xxx xx xxx 
88       Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx xx xxx 
89       Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – 
Pemerintah Pusat  
xxx xxx xx xxx 
90       Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – 
Pemerintah Daerah Lainnya  
xxx xxx xx xxx 
91       Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – 
Lembaga Keuangan Bank  
xxx xxx xx xxx 
92       Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – 
Lembaga Keuangan Bukan Bank  
xxx xxx xx xxx 
93       Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – 
Obligasi  
xxx xxx xx xxx 
94       Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – 
Lainnya  
xxx xxx xx xxx 
95       Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan 
Negara 
xxx xxx xx xxx 
96       Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan 
Daerah 
xxx xxx xx xxx 
97       Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah 
Daerah Lainnya 
xxx xxx xx xxx 
98 Jumlah Pengeluaran (87 s/d 97) xxxx xxxx xx xxxx 
99 PEMBIAYAAN NETO xxxx xxxx xx xxxx 
100      
101 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99) xxxx xxxx xx xxxx 
Sumber: Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 
2010 Ilustrasi PSAP 02.C 
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2.2.7. Kerangka Berfikir 
Gambar 2.1. Kerangka Berfikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Klaten yang beralamat di Jl. Pemuda No. 294, Dusun 1, Tegalyoso, 
Klaten Selatan. Salah satu alasan peneliti memilih Kabupaten sebagai wilayah 
penelitian yaitu dikarenakan selama 2 tahun berturut-turut Kabupaten 
mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian oleh BPK RI. Waktu penelitian 
dimulai dari penyusunan rencana proposal penelitian sampai penelitian selesai, 
yaitu bulan Oktober 2018 sampai Juli 2019. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut 
Moleong (2013: 9) penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan 
menggunakan metode seperti wawancara, observasi dan penelaahan dokumen, 
sehingga data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata bukan 
angka. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 
untuk menganalisis terkait penerapan Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas 
di BPKD Kabupaten Klaten. 
 
3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 61). Dalam 
penelitian ini populasinya yaitu seluruh pegawai BPKD Kabupaten Klaten yang 
berjumlah 112 orang. 
 
3.3.2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi (Sugiyono, 2014: 62). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 3 orang yaitu Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Subbidang Analisis 
Data Keuangan dan Kepala Subbidang Pelaporan. 
 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
Dalam upaya mendapatkan data dan informasi yang valid penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan/kriteria tertentu (Sugiyono, 2014: 68). 
Kriteria sampel: 
1. Kepala Bidang Akuntansi 
2. Ka. Subbidang Analisis Data Keuangan 
3. Ka. Subbidang Pelaporan 
 
3.4. Data dan Sumber Data 
Menurut Herdiansyah (2015:8), data adalah suatu atribut yang melekat 
pada suatu objek tertentu, memiliki fungsi sebagai informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan diperoleh melalui metode/instrumen pengumpulan 
data. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, antara lain: 
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1. Data Primer 
Data primer (primary data) merupakan data yang telah dikumpulkan 
peneliti yang digunakan untuk analisis, dan kemudian digunakan untuk 
menemukan solusi terhadap masalah yang sedang diteliti (Sekaran dan 
Bougie, 2017). Sumber data primer dapat diperoleh melalui hasil wawancara, 
dan observasi. Wawancara dilakukan  secara langsung dengan pegawai di 
bidang akuntansi yang berwenang memberikan keterangan yang berhubungan 
dengan Akuntansi Keuangan Daerah. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder (secondary data) mengacu informasi yang 
dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada (Sekaran dan Bougie, 
2017). Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa profil lembaga, 
struktur organisasi, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten 
yang diperoleh melalui BPKD Kabupaten Klaten. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam memperoleh informasi dan mengumpulkan data-data yang 
diperlukan maka dibutuhkan teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Teknik ini digunakan untuk 
mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan 
yang sebenarnya dari objek yang diteliti (Asmianti dan Walandouw: 2015). 
Dalam studi lapangan ini menggunakan dua cara yaitu: 
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1. Wawancara 
Wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara 
pewaancaradengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung 
tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 
2014:372). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan 
Kepala bidang akuntansi, kepala subbidang analisis data keuangan dan kepala 
subbidang pelaporan. 
Untuk menghindari adanya kehilangan informasi, peneliti meminta izin 
untuk menggunakan alat perekam selama kegiatan wawancara berlangsung. 
Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau 
memberikan gambaran secara sekilas mengenai latar belakang dari topik 
penelitian yang diangkat. 
2. Dokumentasi 
Menurut Sudaryono (2017:219), dokumentasi ditujukan untuk 
memperoleh data langsung dari tempat penelitian, seperti buku, peraturan-
peraturan, foto, film, dokumenter, laporan kegiatan, dan data yang relevan 
terkait dengan laporan realisasi anggaran. Dalam penelitian ini, tknik 
dokumentasi dapat digunakan sebagai bukti pendukung sehingga informasi 
yang diperoleh dapat lebih akurat. 
 
3.6. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana 
data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi akan dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis deskriptif untuk kemudian dilakukan uji kredibilitas 
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dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan agar mudah dipahami oleh semua 
pengguna informasi. 
Analisis data dalam penelitian ini merupakan prose pencarian dan 
penyusunan yang dilakukan sexara bertahap dari data yang diperoleh melalui hasil 
wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi dengan cara menyusun secara 
sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri 
sendiri dan orang lain. (Sugiyono, 2017: 334) 
Terdapat beberapa cara yang penulis gunakan dalam menganalisis data. 
Dimana langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data dimulai dari 
pengumpulan data, reduksi data, display data, dan yang terakhir adalah penarikan 
kesimpulan. Berikut merupakan bagan atau gambaran dari langkah-langkah 
analisis data (Sugiyono, 2017: 338): 
 
Gambar 3.1 
Komponen Analisis Data 
 
 
Sumber: Sugiyono 2017 
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1. Pengumpulan Data (Data Collection) 
Peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan 
data sekunder yaitu berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, laporan 
keuangan, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. 
2. Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data dilakukan dengan cara memilah atau merangkum informasi 
yang penting dan diperlukan dalam penelitian. Reduksi data dilakukan karena 
banyaknya informasi yang diperoleh dari lapangan, sehingga harus dilakukan 
penyederhanaan agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Pada 
penelitian ini reduksi data dilakukan dengan membuat rangkuman yang inti, 
proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berda di 
dalamnya. 
3. Sajian Data (Data Display) 
Setelah data selesai direduksi, maka selanjutnya data harus disajikan. 
Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa 
yang sebenarnya terjadi. Sajian data terdiri dari beberapa informasi yang 
memungkinkan menjadi kesimpulan penelitian. Sajian data dapat berupa uraian 
singkat, bagan, matriks, dan tabel. Semua disusun secara sistematis guna 
mempermudah pemahaman informasi. Peneliti menganalisis penerapan laporan 
realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Klaten. Kemudian, dibandingkan 
kesesuaiannya dengan PSAP No. 02 sehingga nanti dapat ditarik suatu 
kesimpulan. 
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4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 
Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu proses penelitian. 
Dimana kesimpulan diharapkan mampu menjawab masalah yang telah 
dipaparkan sejak awal penelitian. Penarikan kesimpulan tidak dapat terlepas 
dari proses sebelumnya karena dalam hal ini penarikan kesimpulan 
berdasarkan pada seluruh data yang diperoleh dan proses yang telah dilalui. 
 
3.7. Uji Kredibilitas Data 
Peneliti menggunakan pengujian kredibilitas data dengan menggunakan 
teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber 
dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang 
diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda, sedangkan triangulasi teknik 
dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara maupun dokumentasi dengan 
bukti lain seperti laporan keuangan. (Sugiyono, 2017: 373) 
Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dan teknik digunakan untuk 
membandingkan hasil wawancara dari narasumber dengan laporan keuangan 
Pemerintah Kabupaten Klaten. Kemudian, hasilnya dibandingkan lagi dengan 
PSAP No. 02 untuk dicari kesesuaiannya. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Klaten. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
yaitu dengan menggambarkan, menguraikan hasil penelitian dengan 
menggunakan kata-kata dan tabel.  
Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang di dapat berupa data primer 
dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara, sedangkan data 
sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 
Anggaran 2017. Wawancara dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Klaten dengan 3 narasumber yaitu Ibu Nita Harvianti selaku Kepala 
Bidang Akuntansi, Ibu Windarti selaku Kepala Subbid Analisis Data Keuangan, 
dan Bapak Indri Arifin selaku Kepala Subbid Pelaporan. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskripif kualitatif. Dimana 
data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi akan dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis deskriptif untuk kemudian dilakukan uji kredibilitas 
dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik 
analisis data dilakukan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan agar 
mudah dipahami oleh semua pengguna informasi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyajian 
Laporan Realisasi Anggaran yang sudah disusun oleh Pemerintah Kabupaten 
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Klaten Tahun Anggaran 2017 yang dibandingkan dengan Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 untuk kemudian dicari kesesuaiannya. 
 
4.2. Hasil Analisis Data 
4.2.1. Analisis Penyajian LRA Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 
Anggaran 2017 
Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu unsur penting dalam 
Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan 
informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-
LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para 
pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-
sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap 
anggaran. 
Pemerintah Kabupaten Klaten sudah menyajikan informasi mengenai 
realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan 
yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode 
anggaran dan juga dibandingkan dengan realisasi anggaran ditahun sebelumnya. 
Di dalam PSAP No. 02 menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran 
disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu. Begitupun dengan di Pemda 
Klaten juga menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selama satu tahun sekali. Hal 
tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Nita selaku Kepala Bidang Akuntansi bahwa 
LRA disajikan selama satu tahun sekali yaitu pada bulan Maret (sumber: CaLK, 
2017). Sedangkan di dalam PSAP No. 02 menyebutkan kalau Laporan Realisasi 
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Anggaran disajikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, 
artinya Pemerintah Kabupaten Klaten sudah menyajikan Laporan Realisasi 
Anggaran dengan PSAP No. 02. 
 
4.2.2. Analisis Akuntansi Anggaran LRA Pemerintah Kabupaten Klaten 
Tahun Anggaran 2017 
Dalam PSAP No. 02 Akuntansi anggaran merupakan teknik 
pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk 
membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Seperti 
yang dijelaskan oleh Ibu Winda selaku Kepala Subbid Analisis Data Keuangan 
menyatakan bahwa akuntansi anggaran di Pemerintah Kabupaten Klaten 
digunakan untuk alat pertanggungjawaban dan membantu dalam pengelolaan 
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diselenggarakan pada saat 
anggaran tersebut disahkan dan anggaran dialokasikan. 
 
4.2.3. Analisis Akuntansi Pendapatan LRA Pemerintah Kabupaten Klaten 
Tahun Anggaran 2017 
Berdasarkan PSAP No. 02 paragraf 21, pendapatan-LRA diakui pada saat 
diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Di Kabupaten Klaten semua 
pendapatan diterima oleh bendahara umum kas daerah melalui RKUD dan 
Rekening Penumpungan di Bank Jateng. Rekening penampungan khusus 
digunakan untuk PBB jadi untuk menampung sementara kemudian nanti di 
masukkan ke kas daerah. Kalau pendapatan yang didapat dari petugas pungut itu 
masukkan di kas bendahara pengeluaran jadi 1x24jam harus langsung disetorkan 
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daerah. Jadi setiap pendapatan itu langsung masuk ke RKUD kemudian Bank 
Jateng memberikan Rekening Koran ke BPKD yang digunakan sebagai bukti 
transaksi atas pendapatan yang sudah diterima. 
Pengakuan pendapatan di BPKD Kabupaten Klaten diakui ketika hak atas 
pendapatan itu sudah ada. Misalnya untuk pajak, jika SKRD (Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah) sudah terbit maka sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Jadi 
setiap ada kas masuk ke RKUD maka juga akan langsung dicatat ke dalam jurnal. 
Pencatatan jurnalnya yaitu dengan menginput data ke SIMDA. Untuk 
pelaporannya BPKD Klaten menggunakan cara pelaporan akuntansi berbasis 
akrual, jadi pendapatan diakui pada saat terjadinya suatu transaksi. 
Pada PSAP No. 02 paragraf 22 mengklasifikasikan pendapatan-LRA 
menurut jenis pendapatan. Di Kabupaten Klaten pendapatan menjadi sumber 
penerimaan APBD yang dibedakan menurut jenisnya, yaitu Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan lain-lain 
Pendapatan yang Sah. 
Tabel 4.1 
Realisasi Pendapatan Daerah TA 2017 dan anggarannya: 
Pendapatan 
Daerah 
TA 2017  TA 2016 
 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 
335,512,441,000.00 370,822,821,113.04 110.5
2 
224,197,408,481.19 
Pendapatan 
Transfer 
1.963.766.907.902,00 1.897.766.670.520,00 96.64 1.790.540.797.124,00 
Lain-lain 
Pendapatan 
yang Sah 
313.897.467.000,00 312.030.186.091,00 99.41 243.866.425.000,00 
Jumlah  2.613.176.815.902,00 2.580.619.677.724,04 98.75 2.258.604.630.605,00 
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Realisasi pendapatan daerah TA 2017 sebesar Rp2.580.619.677.724,04 
atau 98,75% dari anggaran sebesar Rp2.613.176.815.902,00 dan naik sebesar 
Rp322.015.047.118,85 (14,26%) dibandingkan realisasi TA 2016 sebesar 
Rp2.258.604.605,19. 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten merupakan penerimaan yang 
bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba PD/BUMD atau 
kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi 
PAD TA 2017 sebesar Rp 370.822.821.113,04 atau 110,52% dari anggaran 
sebesar Rp335.512.441.000,00 dan meningkat sebesar Rp146.625.412.631,85 
(65,40%) dibandingkan realisasi TA 2016 sebesar Rp224.197.408.481,19. 
a. Pendapatan Pajak Daerah –LRA  
Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui 
Perda yang berlaku dalam tahun anggaran berkenaan. Pemungutan, 
peneriman dan pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten. Realisasi 
Pendapatan Pajak Daerah TA 2017 sebesar Rp105.290.677.595,00 atau 
119,14% dari anggarannya sebesar Rp88.376.500.000,00 dan meningkat 
sebesar Rp29.715.929.866,00. Pajak daerah didapatkan dari: 
1) Pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp1.034.439.307,00 yang berasal dari 
wajib pajak Hotel Melati III dan Hotel Bintang III. 
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2) Pendapatan Pajak Restoran sebesar Rp3.683.044.791,00 yang bersal 
dari wajib pajak rumah makan, katering, kantin/warung dan 
PKL/lesehan. 
3) Pendapatan Pajak Hiburan sebesar Rp956.975.284,00 yang berasal 
dari pagelaran kesenian/musik, permainan ketangkasan dan 
pertandingan olahraga. 
4) Penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp3.586.311.926,00 yang berasal 
dari papan/billboard dan insidentil. 
5) Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) sebesar 
Rp38.362.605.199,00. Pemungutan PPJU dilakukan oleh PT. PLN 
(Persero) Cabang Klaten sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama antara 
PLN dengan Pemkab Klaten No.14 Tahun 2004 dan No.024/PJ-
061/APJ-KLT/2004 tentang Pemungutan, Penyetoran dan Pembayaran 
Rekening Listrik PPJ Pemkab Klaten. 
6) Pendapatan Pajak Parkir sebesar Rp1.044.670.593,00. 
7) Pendapatan Pajak Air Tanah (AT) sebesar Rp1.247.618.100,00. 
8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pendapatan Galian Gol.C) 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 
2011, pajak bahan galian golongan C dikenakan untuk kegiatan 
pengambilan dan pengolahan. Namun dalam pelaksanaannya pajak ini 
hanya dikenakan pada kegiatan pengambilan dengan realisasi sebesar 
Rp 8.420.779.750,00 yang berasal dari batu kapur, pasir (kaliworo), 
mineral bukan logam dan lainnya. 
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9) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
sebesar Rp25.661.809.510,00. 
10) Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
sebesar Rp21.292.423.135,00. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2011 maka pada tahun 2012 pemungutan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dialihkan kepada 
Pemerintah Kabupaten Klaten. 
b. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 
Retribusi daerah merupakan jenis PAD yang terkait langsung 
dengan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Daerah melalui masing-masing SKPD, meliputi jasa umum, 
jasa usaha dan jasa perijinan tertentu. Realisasi pendapatan retribusi 
daerah TA 2017 sebesar Rp12.668.781.932,00 atau 91,14% dari anggaran 
sebesar Rp13.900.197.450,00 turun sebesar Rp9.890.256.285,00 
(43,84%) dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar 
Rp22.559.038.217,00. Retribusi daerah diperoleh dari: 
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar 
Rp234.280.000,00 yang turun sebesar Rp8.770297.875,00 (97,40%) 
dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp9.004.577.875,00 
dikarenakan Perubahan Pola Pengelolaan Keuangan Puskesmas 
menjadi BLUD. 
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 
Rp453.375.850,00 yang berasal dari pengambilan/pengumpulan 
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sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan pembuangan 
sementara. 
3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar 
Rp5.550.000,00. 
4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 
Rp1.417.866.000,00. 
5) Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp3.476.401.275,00 yang berasal 
dari retribusi pelayanan pasar pelataran, los, dan kios. 
6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp817.788.340,00 
yang berasal dari retribusi PKB mobil barang/beban – truck. 
7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar 
Rp12.726.000,00. 
8) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar 
Rp42.450.000,00. 
9) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 
Rp42.450.000,00. 
10) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, akan tetapi 
realisasinya pada TA 2017 adalah nihil. 
11) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp 1.135.331.600,00 
yang berasal dari penyewaan tanah dan bangunan. 
12) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp458.381.674,00 
yang berasal dari penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis 
barang. 
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13) Retribusi Terminal sebesar Rp63.407.250,00yang bersal dari 
pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpan dan 
bis umum. 
14) Retribusi Tempat Parkir Khusus sebesar Rp6.490.500,00. 
15) Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp89.762.000,00 yang 
berasal pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong. 
16) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp1.268.184.000,00 
yang berasal dari pelayanan tempat wisata. 
17) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 
Rp54.4000.000,00. 
18) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp2.061.753.643,00 
19) Retribusi Izin Gangguan sebesar  Rp643.334.200,00. 
20) Retribusi Izin Trayek sebesar Rp2.690.000,00. 
21) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing 
(IMTA) sebesar Rp424.611.600,00. 
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA 
Bagian Laba Perusahaan Daerah merupakan PAD dari pembagian 
laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada 
PD/BUMD. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Bagian 
Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten. Realisasi 
penerimaan bagian laba Perusda TA 2017 sebesar Rp9.742.870.570,00 
atau 102,29% dari anggarannya sebesar Rp9.524.886.500,00, naik sebesar 
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Rp9.025.861.668,00 (7,94%) dibandingakan dengan realisasi TA 2016 
sebesar Rp9.025.861.668,00 yang diperoleh dari: 
1) PD Air Minum (PDAM) sebesar Rp2.564.028.000,00 
2) PD BPR Bank Klaten sebesar Rp 1.832.608.000,00 
3) PD BKK dan BPR BKK sebesar Rp193.250.518,00 
4) PT Bank Jateng (BPD) sebesar Rp5.152.984.052,00 
d. Lain-lain PAD yang Sah-LRA 
Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari berbagai 
sumber yang tidak diatur dengan Perda. Realisasi Lain-lain PAD yang 
Sah TA 2017 sebesar Rp243.120.491.016,00 atau 108,68% dari 
anggarannya sebesar Rp126.082.730.148,85 (107,73%) dibandingkan 
dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp117.037.760.867,19. Pendapatan 
tersebut diperoleh dari: 
1) Hasil Penjualan Barang Daerah sebesar Rp476.151,440,00 yang 
berasal dari penjualan hasil drum bekas yang dikelola DPU sebesar 
Rp2.575.000,00, penjualan hasil penebangan pohon yang dikelola 
DPU sebesar Rp145.000.000,00, penjualan bahan bekas bangunan 
sebesar Rp328.576.440,00. 
2) Penerimaan Jasa Giro atas Rekening Kas Daerah dan rekening 
Pemegang Kas sebesar Rp23.405.300.003,00. 
3) Penerimaan Bunga Deposito sebesar Rp10.506.541.091,00 yang 
berasal dari Bank Jateng. 
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4) Penerimaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar 
Rp476.845.672,00 yang terdiri atas bidang kesehatan Rp982.900,00 
dan bidang pekerjaan umum Rp475.862.772,00. 
5) Pendapatan Denda Pajak berupa Denda PBB P2 sebesar 
Rp688.848.624,00. 
6) Pendapatan Denda Retribusi berupa Denda Izin Trayek sebesar 
Rp117.500,00. 
7) Pendapatan dari pengembalian berupa Pengembalian Kelebihan 
Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp53.981.608,00. 
8) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah berupa Hasil dari Bangun 
Guna Serah sebesar Rp295.202.520,00. 
9) Pendapatan BLUD meliputi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 
dan Pendapatan Lain-lain BLUD sebesar Rp37.061.191.131,40. 
10) Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp16.601.917.539,00 yang berasal 
dari sumbangan dari pihak ketiga terdiri dari PT. Tirta Investama atas 
penggunaan/pengambilan air dari sumber mata air Cokro di Desa 
Ponggok Kecamatan Polanharjo sebesar Rp12.937.500.000,00 dan 
penerimaan lainnya sebesar Rp3.664.417.539,00. 
11) Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp45.223.690.938,00. 
12) Dana BOS sebesar Rp108.330.702.950,00 yang terdiri dari BOS SD 
Negeri sebesar Rp67.909.579.131,00 dan Bos SMP Negeri sebesar 
Rp40.421.123.819,00. 
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2. Pendapatan Transfer – LRA 
a. Transfer Pemerintah Pusat-LRA 
Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan merupakan pendapatan 
daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Bagi 
Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK). Realisasi Pendapatan Transfer – Dana 
Perimbangan TA 2017 sebesar Rp1.624.715.625.119,00 atau 95,51% dari 
anggaran sebesar Rp1.701.129.840.902,00 dan naik sebesar 
Rp51.100.516.638,00 (3,25%) dibandingkan dengan realisasi TA 2016 
sebesar Rp1.573.615.108.481,00. 
1) Bagi Hasil Pajak-LRA 
Bagi Hasil Pajak dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI melalui Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan. Penerimaan ini ditransfer melalui KPPN 
Klaten, ditampung dalam Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi 
penerimaan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat TA 2017 sebesar 
Rp49.507.653.622,00 yang meliputi bagi hasil PBB sektor 
pertambangan dan perhutanan, bagi hasil dari PPh pasal 29 WP Orang 
Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21, serta bagi hasil cukai dari 
tembakau. 
2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA 
Realisasi bagi hasil bukan pajak pusat TA 2017 sebesar 
Rp1.344.701.355,00 yang meliputi provisi sumber daya hutan, iuran 
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tetap, iuran royalti, pungutan pengusaha perikanan, pungutan hasil 
perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, 
pertambangan panas bumi, dan pertambangan umum. 
3) Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA 
Realisasi penerimaan DAU dari pemerintah pusat sebesar 
Rp1.271.590.067.902,00. 
4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA 
Realisasi penerimaan DAK TA 2017 sebesar Rp69.380.395.679,00 
yang meliputi DAK pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, 
infrastruktur irigasi, kelautan & perikanan, pertanian dan 
perdagangan. 
5) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA 
Realisasi penerimaan DAK TA 2017 sebesar 
Rp232.892.806.561,00 yang meliputi tunjangan profesi guru PNSD-
LRA, tambahan penghasilan guru PNSD-LRA, bantuan operasional 
penyelenggaraan PAUD-LRA, bantuan operasional kesehatan-LRA, 
akreditasi puskesmas-LRA, jaminan persalinan-LRA, bantuan 
operasional KB-LRA, tunjangan khusus guru PNSD-LRA dan 
pelayanan adminduk-LRA. 
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA 
Penerimaan transfer lainnya dari pemerintah pusat TA 2017  
sebesar Rp55.646.870.000,00 yang berupa Dana Insensif Daerah. 
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c. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA 
Penerimaan bagi hasil pajak dari Provinsi ditetapkan dengan SKO 
Gubernur Jawa Tengah yang realisasinya sesuai berita/surat kawat dari 
Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah yang realisasinya sebesar 
Rp171.067.103.920,00 terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak 
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPPAP), dan Pajak 
Rokok. 
d. Bantuan Keuangan-LRA 
Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2017 menganggarkan 
Bantuan Keuangan sebesar Rp54.429.310.000,00 dan terealisasi sebesar 
Rp46.337.071.481,00 (85,13%). 
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA 
Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi Pendapatan Hibah-LRA dan 
Pendapatan Lainnya-LRA. Realisasi untuk TA 2017 sebesar 
Rp312.030.186.091,00 yang diperoleh dari pendapatan hibah berupa dana 
penyesuaian sebesar Rp942.739.891,00 dan dari pendapatan dana desa 
sebesar Rp311.087.446.200,00. 
Pemerintah Kabupaten Klaten sudah mengklasifikasikan Pendapatan-LRA 
menurut jenisnya dan sesuai dengan PSAP Nomor 02 yaitu membedakannya 
menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer – Dana 
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. 
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Sedangkan untuk Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas 
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Kemudian Pendapatan-
LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran dengan basis kas sesuai dengan 
klasifikasi dalam BAS. 
Sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak Indri selaku Kepala Subbid 
Pelaporan bahwa pendapatan diakui dan diukur sesuai dengan SAP. Untuk 
pendapatan diakui pada saat kas diterima. Sedangakan untuk pengukurannya juga 
sama dengan PSAP, dimana pengukuran pendapatan dilaksanakan berdasarkan 
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat 
jumlah netonya. 
 
4.2.4. Analisis Akuntansi Belanja LRA Pemerintah Kabupaten Klaten 
Tahun Anggaran 2017 
Didalam PSAP No. 02 paragraf 31 menyebutkan bahwa belanja diakui 
pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Di 
BPKD Klaten yang mengeluarkan uang adalah SKPKD dengan SP2D. 
Pembayaran di Kabupaten Klaten sendiri ada beberapa macam yaitu yang pertama 
LS, dimana pekerjaan selesai dikerjakan baru dibayarkan, jadi pembayaran dari 
RKUD langsung ke pihak ketiga penyedia. Yang kedua yaitu GU/UP, dimana 
pembayaran diberikan ke bendahara pengeluaran masing-masing SKPD kemudian 
mereka bisa membelanjakannya sendiri. Karena BPKD menggunakan pencatatan 
berbasis akrual maka pengakuan belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban 
atau pada saat diperoleh manfaatnya. 
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PSAP No. 02 paragraf 34 mengklasifikasikan belanja menurut klasifikasi 
ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Di Pemerintah Kabupaten Klaten 
belanja daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi belanja langsung dan 
belanja tidak langsung yang kemudian diuraikan menurut jenis, objek dan rincian 
objek. Sedangkan penyajian dalam LRA diklasifikasikan menurut belanja operasi, 
belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. 
Tabel 4.2 
Realisasi Belanja Daerah TA 2017 serta Realisasi TA 2016 
 
Belanja 
Daerah 
TA 2017  TA 2016 
 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) 
Belanja 
Operasi  
1.825.499.653.178,00 1.481.520.782.617,22 81.16 1.563.576.411.511 
Belanja 
Modal 
483.052.815.160,00 364.937.481.638,00 75.55 220.759.237.283 
Belanja Tak 
Terduga 
2.907.121.450,00 0.00 0.00 260.054.200 
Jumlah  2.311.459.589.788,00 1.846.458.264.255,22 79.88  1.784.595.702.994 
(Sumber: Data diolah, 2019) 
Realisasi belanja daerah TA 2017 sebesar Rp1.846.458.264.255,22 atau 
79,88% dari anggaran sebesar Rp2.311.459.589.788,00 turun sebesar 
Rp61.862.561.261,19 (3,47%) dibandingkan realisasi TA 2016 sebesar 
Rp1.784.595.702.994. 
1. Belanja Operasi 
Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja 
hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja bantuan keuangan. Realisasi 
belanja operasi TA 2017 sebesar Rp1.481.520.782.617,22 atau 81,16% dari 
anggaran Rp1.825.499.653.178,00 atau turun sebesar Rp82.055.628.893,81 
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(5,25%) dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar 
Rp1.563.576.411.511,03. 
a. Belanja Pegawai 
Belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan, belanja 
tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan 
Anggota DPRD serta KDH/WKDH, belanja biaya pemungutan pajak 
bumi dan bangunan, belanja insentif pemungutan pajak daerah, belanja 
insentif pemungutan retribusi daerah, dan belanja uang lembur yang 
realisasi TA 2017 sebesar Rp1.043.768.265.689,00 dari anggarannya 
sebesar Rp1.309.817.358.138,00. 
b. Belanja Barang dan Jasa 
Belanja barang dan jasa meliputi bahan dan material, jasa pihak 
ketiga dan lain-lain dengan realisasi TA 2017 sebesar 
Rp369.655.523.237,22 dari anggarannya sebesar Rp434.165.776.315,00 
yang dirinci sebagai berikut: 
1) Belanja bahan pakai habis sebesar Rp25.807.795.386,00 yang 
digunakan untuk belanja ATK, dokumen/administrasi tender, alat 
listrik dan elektronik, benda pos (perangko, materai, dll), peralatan 
kebersihan dan pembersih, dll. 
2) Belanja bahan/material sebesar Rp9.283.494.706.00 yang digunakan 
untuk belanja bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, bibit 
ternak, bahan obat-obatan, bahan kimia, dll. 
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3) Belanja jasa kantor sebesar Rp32.165.197.350,00 yang digunakan 
untuk belanja telepon, air, listrik, surat kabar/majalah, 
kawat/faksimili/internet, dll. 
4) Belanja premi asuransi sebesar Rp8.859.617.031,00 yang digunakan 
untuk belanjapremi asuransi kesehatan dan premi asuransi barang 
milik daerah. 
5) Belanja perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp2.717.072.828,00 
yang digunakan untuk belanja jasa servis, penggantian suku cadang, 
bahan bakar minyak/gas dan pelumas, jasa KIR, pajak kendaraan 
bermotor dan STNK. 
6) Belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp24.528.098.616,00 yang 
digunakan untuk belanja cetak, penggandaan, dan jilid. 
7) Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir sebesar Rp893.681.828,00 
yang digunakan untuk belanja sewa gedung/kantor/tempat, sewa ruang 
rapat/pertemuan, dan sewa lahan. 
8) Belanja sewa sarana mobilitas sebesar Rp1.398.918.300,00 yang 
digunakan untuk belanja sewa sarana mobilitas darat. 
9) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor sebesar 
Rp4.635.811.600,00 yang digunakan untuk belanja sewa meja kursi, 
sewa komputer dan printer, sewa proyektor, sewa generator, sewa 
tenda, dll. 
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10) Belanja makanan dan minuman sebesar Rp35.552.221.032,00 yang 
digunakan untuk belanja makanan dan minuman untuk harian 
pegawai, untuk rapat, untuk tamu dan untuk pelatihan. 
11) Belanja pakaian dinas dan atributnya sebesar Rp643.892.070,00 yang 
digunakan untuk belanja pakaian dinas KDH dan WKDH, pakaian 
sipil harian (PSH), pakaian sipil lengkap (PSL), dll. 
12) Belanja pakaian kerja sebesar Rp522.054.725,00 yang digunakan 
untuk belanja pakaian kerja lapangan. 
13) Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu sebesar 
Rp420.934.500,00 yang digunakan untuk belanja pakaian KORPRI, 
pakaian adat daerah, pakaian batik tradisional, pakaian olahraga, dan 
pakaian seragam siswa. 
14) Belanja perjalanan dinas sebesar Rp52.803.734.979,00 yng digunakan 
untuk perjalanan dinas dalam negeri, dinas luar daerah, dan dinas luar 
negeri. 
15) Belanja pemeliharaan sebesar Rp34.269.217.028,00 yang digunakan 
untuk pemeliharaan tanah, pemeliharaan peralatan, pemeliharaan 
bangunan, pemeliharaan instalasi, pemeliharaan jaringan, dll. 
16) Belanja jasa konsultasi sebesar Rp867.880.050,00 yang digunakan 
untuk belanja jasa konsultasi penelitian, perencanaan, pengawasan, 
dan pengembangan. 
17) Belanja kursus, pelatihan, sodialiasi dan bimbingan teknis PNS 
sebesar Rp2.982.495.386,00. 
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18) Belanja honorariun non pegawai sebesar Rp16.441.485.874,00 yang 
digunakan untuk belanja honorarium tenaga 
ahli/narasumber/instruktur, moderator, dan jasa pihak ketiga non 
konsultasi. 
19) Belanja honorarium PNS sebesar Rp11.221.516.000,00 yang 
digunakan untuk belanja honorarium pantia pelaksana kegiatan, 
timpengadaan barang dan jasa, pejabat pembuat komitmen, pejabat 
pengadaan barang dan jasa, tim pemeriksa barang dan jasa, dll. 
20) Belanja honorarium non PNS sebesar Rp31.745.618.202,00yang 
diguanakan untukbelanja honorarium panitia pelaksaan kegiatan dan 
pegawai honorer/tidak tetap. 
21) Belanja barang dan jasa untukkebutuhan tanggap darurat bencana 
sebesar Rp368.153.500,00.  
c. Belanja Hibah 
Realisasi belanja hibah TA 2017 sebesar Rp66.947.268.691,00 dari 
anggarannya sebesar Rp79.124.518.725,00 yang digunakan untuk: 
1) Belanja hibah kepada pemerintah sebesar Rp2.626.600,00 
2) Belanja hibah kepada kelompok masyarakat sebesar 
Rp37.860.715.061,00 
3) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakat sebesar 
Rp26.459.953.630,00 
d. Belanja Bantuan Sosial. 
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Belanja bantuan sosial direalisasikan dalam bentuk pemberian 
bantuan keuangan kepada masyarakat dan partai politik dengan realisasi 
TA 2017 sebesar Rp1.149.725.000,00 dari anggarannya sebesar 
Rp2.392.000.000,00. Pengguna anggaran belanja bantuan sodial adalah 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), namun 
pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD perencana yang meliputi: Bagian 
Sekretariat Daerah; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan 
Olahraga; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Bakesbang; Kantor Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana; Dinas Pendidikan, Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah; serta Dinas Pertanian dan Kehutanan. Dengan rincian sebagai 
berikut: 
1) Belanja bantuan sosial kemasyarakatan, akan tetapi di TA Anggaran 
2017 tidak dianggarkan. 
2) Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan 
sebesar Rp450.000.000,00. 
3) Belanja bantuan sosial kepada masyarakat sebesar Rp699.725.000,00 
yang digunakan untuk pendidikan dan penyandang masalah sosial. 
 
2. Belanja Modal 
Rekening ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan pengadaan 
barang/jasa dalam rangka penambahan aset daerah, meliputi pengadaan tanah, 
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset 
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tetap lainnya, dan aset lainnya dengan anggaran dan realisasi belanja modal 
TA 2017 sebesar Rp364.937.481.638,00 atau 75,55% dari anggarannya 
sebesar Rp483.052.815.160,00 dan naik sebesar Rp144.178.243.995,00 
(65,31%) dibanding realisasi TA 2016 sebesar Rp220.759.237.643,00. 
a. Belanja Modal Tanah 
Realisasi belanja modal tanah TA 2017 sebesar 
Rp2.327.070.670,00 dari anggarannya sebesar Rp6.300.000.000,00 yang 
digunakan untuk tanah bangunan bukan gedung. 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2017 sebesar 
Rp82.340.073.312,00 dari anggarannya sebesar Rp106.723.911.388,00 
yang digunakan untuk belanja alat-alat besar darat, alat-alat bantu, alat 
angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat bengkel 
bermesin, alat ukur, alat pengolahan, alat pemeliharaan tanaman/alat 
penyimpan, alatkantor, alat rumah tangga, dll. 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Belanja modal gedung dan bangunan meliputi pembangunan 
konstruksi dan/atau pembelian gedung kantor, rumah dinas dan bangunan 
lainnya dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp54.509.322.159,00 dari 
anggarannya sebesar Rp85.343.505.680,00. 
d. Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan 
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk 
pembangunan konstruksi dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana jalan, 
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irigasi dan jaringan dengan realisasi TA 2017 sebesar 
Rp197.273.695.766,00 dari anggarannya sebesar Rp246.909.051.100,00 
dengan rincian sebagai berikut: 
1) Belanja modal jalan sebesar Rp152.535.770.608,00 yang digunakan 
untuk jalan kabupaten/kota, jalan desa dan jalan khusus. 
2) Belanja modal jembatan sebesar Rp2.862.217.000,00. 
3) Belanja modal irigasi sebesar Rp17.183.421.062,00 yang digunakan 
untuk waduk irigasi dan bangunan pembawa irigasi. 
4) Belanja modal pengadaan bangunan air rawa, akan tetapi untuk TA 
2017 ditiadakan. 
5) Belanja modal pengamanan sungai dan penanggulangan BA sebesar 
Rp4.503.250.572,00. 
6) Belanja modal pengadaan bangunan air kotor sebesar 
Rp2.662.084.250,00. 
7) Belanja modal pengadaan bangunan air bersih/baku sebesar 
Rp182.402.000,00. 
8) Belanja modal pengadaan instalasi pengelolaan sampah sebesar 
Rp3.979.689.000,00 yang digunakan untuk pengelolaan sampah 
organik dan non organik. 
9) Belanja modal pengadaan instalasi pembangkit listrik sebesar 
Rp81.750.000,00. 
10) Belanja modal pengadaan instalasi pengaman, akan tetapi tidak 
direalisasikan di TA 2017. 
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11) Belanja modal jaringan listrik sebesar Rp13.283.111.274,00 yang 
digunakan untuk jatingan transmisi dan distribusi. 
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
Belanja modal aset tetap lainnya adalah belanja yang menimbulkan 
aset tetap selain yang telah diklasifikasi pada bagian sebelumnya dengan 
realisasi TA 2017 sebesar Rp28.487.319.731,00 dari anggarannya 
sebesar Rp37.776.346.992,00 dengan rincian sebagai berikut: 
1) Pengadaan buku sebesar Rp16.591.153.371,00 yang meliputi buku 
pengetahuan umum, buku filsafat, buku keagamaan, buku ilmu sosial, 
buku ilmu bahasa, dll 
2) Pengadaan terbitan sebesar Rp83.702.600,00 untuk pengadaan buku 
laporan. 
3) Pengadaan barang-barang perpustakaan sebesar Rp132.607.400,00 
yang meliputi perpustakaan peta, perpustakaan naskah (manuskrip), 
dan perpustakaan berkas komputer. 
4) Belanja modal barang bercorak seni dan budaya yang meliputi photo, 
lukisan, patung, dan barang lainnya yang memiliki nilai-nilai seni dan 
budaya yang diperlukan dalam rangka memelihara cagar budaya 
dan/atau dalam rangka peringatan tertentu, dengan realisasi sebesar 
Rp42.006..700,00. 
5) Pengadaan alat olahraga lainnya sebesar Rp181.935.000,00. 
6) Pengadaan tanaman sebesar Rp117.760.960,00 untuk tanaman hias. 
7) Belanja modal aset tetap renovasi sebesar Rp11.338.153.700,00. 
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3. Belanja Tak Terduga 
Selama TA 2017 Pemda Klaten tidak merealisasikan untuk transaksi 
belanja tak terduga, meskipun tetap dianggarkan sebesar Rp2.907.121.450,00. 
 
Berdasarkan data realisasi belanja TA 2017 yang dilakukan Pemereintah 
Kabupaten Klaten sudah sesuai dan dengan PSAP No. 02. Sehingga dapat 
disimpulkan tidak ada masalah dalam pengklasifikasian ini karena sudah sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nita selaku Kepala Bidang 
Akuntansi menyatakan bahwa belanja itu diakui pada saat terjadinya pengeluaran 
dari RKUD. Setiap pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, tapi kalau 
terbit dari bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat 
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang 
mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU. Untuk 
pengukurannya berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang 
dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. 
 
4.2.5. Analisis Akuntansi Transfer LRA Pemerintah Kabupaten Klaten 
Tahun Anggaran 2017 
Pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klaten, Transfer 
dibedakan menjadi dua yaitu: Transfer masuk dan Transfer Keluar. Transfer 
Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya 
penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari 
Pemerintah Provinsi. Sedangkan Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari 
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entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan 
oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. 
Di Tahun Anggaran 2017 transfer masuk diperoleh dari Pemerintah Pusat 
yang uangnya langsung di transfer ke RKUD Klaten melalui Bank Jateng. Untuk 
transfer keluarnya juga langsung ditransfer ke Rekening setiap SKPD yang akan 
dituju. Misalnya untuk bantuan ke Desa teknisnya yaitu dari Dispermasdes 
mengajukan ke sekretariat BPKD, lalu BPKD ke Perbendaharaan baru nanti 
bendahara mengeluarkan SP2D untuk mencairkan dana tersebut. 
Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten terdiri dari Transfer Bagi 
Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan dengan anggaran/realisasi TA 
2017 dan relisasi TA 2016: 
Tabel 4.3 
Realisasi Transfer TA 2017 dan anggarannya 
 
Transfer TA 2017  TA 2016 
 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) 
a. Transfer Bagi 
Hasil 
Pendapatan 
14.877.022.800,00 9.970.076.237,00 67.02 2.826.321.071,00 
b. Transfer 
Bantuan 
Keuangan 
642.872.158.000,00 625.433.403.350,00 97.29 491.908.747.434,00 
Jumlah 657.749.180.800,00 635.403.479.587,00 15.17 497.735.068.505,00 
(Sumber: data diolah, 2019) 
Realisasi TransferTA 2017 sebesar Rp635.403.479.587,00 atau 96,60% 
dari anggarannya sebesar Rp657.749.180.800,00 naik sebesar 
Rp137.668.411.082,00 atau 27,66% dibanding realisasi TA 2016 sebesar 
Rp497.735.068.505,00 dengan rincian: 
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1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan 
Realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp9.970.076.237,00 dari 
anggarannya sebesar Rp14.877.022.800,00 yang digunakan untuk bagi hasil 
pajak daerah sebesar Rp8.228.892.732,00 dan bagi hasil pendapatan lainnya 
kepada pemerintah desa sebesar Rp1.741.183505,00. 
2. Transfer Bagi Hasil Keuangan 
Realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp625.433.403.350,00 dari 
anggrannya sebesar Rp642.872.158.000,00 yang digunakan untuk bantuan 
keuangan sebesar Rp624.544.537.650,00 dan bantuan keuangan lainnya 
sebesar Rp888.865.700,00. 
 
4.2.6. Analisis Akuntansi Surplus/Defisit LRA Pemerintah Kabupaten 
Klaten Tahun Anggaran  
Surplus (defisit) anggaran adalah selisih antara pendapatan dengan belanja 
daerah, dimana surplus merupakan selisih lebih (positif) pendapatan diatas belanja 
dan defisit adalah selisih kurang (negatif) pendapatan dibawah belanja.  
Tabel 4.4 
Realisasi Surplus/Defisit TA 2017 dan Anggarannya 
 
Surplus/Defi
sit Anggaran 
TA 2017  TA 2016 
 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) 
a. Pendapata
n Daerah 
2.613.176.815.902,00 2.580.619.677.724.04 98.75 2.258.604.630.605,19 
b. Belanja 
dan 
Transfer 
Daerah 
2.969.208.770.588,00 2.481.861.743.842,22 83.59 2.282.330.771.499,03 
Surplus/Def
isit 
Anggaran : 
a-b 
-356.031.954.686,00 98.757.933.881,82 15.17 -23.726.140.893,84 
(Sumber: data diolah,2019) 
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Selisih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah 
Kabupaten Klaten TA 2017 menunjukkan surplus sebesar Rp98.757.933.881,82 
dari anggaran defisit sebesar (Rp356.031.954.686,00). 
 
4.2.7. Analisis Akuntansi Pembiayaan LRA Pemerintah Kabupaten Klaten 
Tahun Anggaran 2017 
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk 
menutup selisih kurang (defisit) atau memanfaatkan selisih lebih (surplus) antara 
pendapatan dan belanja daerah. pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan 
pengeluaran pembiayaan, dimana penerimaan pembiayaan adalah penerimaan 
daerah yang harus dibayar kembali di kemudian hari dan pengeluaran pembiayaan 
merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali di kemudian hari. 
Pembiayaan bersih (netto) adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan 
pengeluaran pembiayaan selama tahun anggaran berkenaan. 
Tabel 4.5 
Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2017 dan anggarannya 
 
Pembiayaan 
Daerah 
TA 2017  TA 2016 
 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) 
a. Penerimaan 
Pembiayaan 
374.231.954.686,00 375.139.278.803,16 100,24 406.262.095.580,00 
b. Pengeluaran 
Pembiayaan 
18.200.000.000,00 18.200.000.000,00 100,00 8.304.000.000,00 
Pembiayaan 
Netto : a-b 
356,031,954,686,00 365.939.278.803,16 100,25 397.958.095.580,00 
(Sumber: data diolah, 2019) 
Selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 
(pembiayaan netto) TA 2017 menunjukkan niai yang positif (surplus) sebesar 
Rp356.939.278.803,16 dari anggarannya sebesar Rp356.031.954.686,00. 
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1. Penerimaan Pembiayaan 
Penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SiLPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, dan penerimaan 
piutang daerah yang realisasinya sebesar Rp375.139.278.803,16 dari 
anggarannya sebesar Rp374.231.954.686,00. Akan tetapi selama TA 2017 
penerimaan pembiayaan hanya meliputi penggunaan SiLPA tahun 
sebelumnya sebesar Rp374.231.954.686,16 dan koreksi SiLPA sebesar 
Rp907.324.117,00. 
2. Pengeluaran Pembiayaan 
Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2017 sebesar Rp 18.200.000.000,00 
dari anggarannya sebesar Rp18.200.000,00 yang meliputi: 
a. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp5.000.000.000,00. 
b. Penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp13.200.000.000,00 yang 
diberikan kepada PD Air Minum, PT Bank Jateng, PD BPR Bank Klaten, 
dan BKK. 
Didalam PSAP No. 02 paragraf 52 menyatakan bahwa penerimaan 
pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Umum Negara/Daerah. 
Begitupula dengan di Kabupaten Klaten setiap ada penerimaan pembiayaan akan 
dicatat oleh bendahara penerimaan dan uangnya langsung masuk RKUD Klaten di 
Bank Jateng. Sama dengan penerimaan, pengeluaran pembiayaan juga akan 
dicatat oleh bendahara pengeluaran dengan syarat mengajukan dulu ke sekretariat 
BPKD kemudian perbendaharaan akan mengeluarkan SP2D. Hal tersebut sama 
sesuai dengan yang dijelaskan di PSAP No. 02 paragraf 56 yaitu pengeluaran 
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pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nita mengungkapkan tentang 
penerimaan pembiayaan bahwa semua penerimaan yang masuk kas umum daerah, 
penerimaan pinjaman,  penjualan obligasi menggunakan Basis kas. Diakui pada 
saat diterima kas daerah. pengukurannya sebesar nilai nominal. Kemudian Bapak 
Indri menambahkan kalau pengeluaran pembiayaan diakui ketika uang keluar dari 
kasda dan untuk pengukurannya itu berdasarkan nilai nominal dari transaksi. 
 
4.2.8. Analisis Akuntansi Pembiayaan Neto LRA Pemerintah Kabupaten 
Klaten Tahun Anggaran 2017 
Di lihat dari PSAP No. 02 paragraf 59 menjelaskan bahwa selisih 
lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode 
pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. Di Pemerintah Kabupaten Klaten juga 
menyajikan pembiayaan neto yang diperoleh dari selisih penerimaan pembiayaan 
dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp356.939.278.803,16. 
 
4.2.9. Analisis Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 
(SiLPA/SiKPA) LRA Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 
2017 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan 
Anggaran (SiKPA) menunjukkan kelebihan atau kekurangan pembiayaan neto 
dalam menutup surplus/defisit anggaran. 
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Tabel 4.6 
Realisasi APBD SiLPA/SiKPA TA 2017 dan anggarannya 
 
Perhitungan 
APBD 
TA 2017  TA 2016 
 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) 
a. Surplus/Defi
sit 
Anggaran 
(356.031.954.686,00) 98.757.933.881,82 (27.7
4) 
(23.726.140.893,84) 
b. Pembiayaan 
Neto 
356.031.954.686,00 356.939.278.803,16 100.2
5 
397.894.863.893,00 
SiLPA/SiKP
A : a+b 
0.00 455.697.212.684,98  374.231.954.686,16 
(Sumber: data diolah, 2019) 
Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAP No. 02 paragraf 61 yang 
menjelaskan bahwa selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan 
Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun periode 
pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. 
 
4.2.10. Analisis Transaksi Dalam Mata Uang Asing LRA Pemerintah 
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017 
Selama tahun anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Klaten tidak pernah 
melakukan transaksi dengan mata uang asing. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu 
Winda dan Bapak Indri kalau di Pemkab Klaten belum pernah melakukan 
transaksi dengan mata uang asing. Tetapi di Kabupaten Klaten punya pendapatan 
IMTA (Izin Memperkerjakan Orang Asing). Maksutnya adalah ada 
perusahaan/pengusaha yang memperkerjakan orang asing jadi Pemda Klaten 
boleh meminta retribusi kepada perusahaan/pengusaha tersebut dan transaksi yang 
digunakan juga dengan mata uang rupiah bukan dengan uang asing. 
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4.3. Pembahasan  
4.3.1. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran 
Menurut Suwardjono (2014: 134) penyajian merupakan suatu penetapan 
tentang cara melaporkan elemen atau pos dalam suatu laporan keuangan agar 
lebih mudah dipahami. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah 
dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja 
maupun pembiayaan. Tujuan laporan realisasi anggaran adalah menyajikan 
informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang 
dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang 
ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang diguanakan untuk 
mengalokasikan surplus atau menutup defisit. 
Laporan Realisasi Anggaran pada laporan keuangan Pemerintah 
Kabupaten Klaten disajikan dengan beberapa uraian diantaranya Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan. Pendapatan dibedakan menurut jenisnya yaitu 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan 
Lan-lain Pendapatan yang Sah. Belanja diklasifikasikan dengan Belanja Operasi, 
Belanja Modal, dan Belanja tak Terduga. Pembiayaan diklasifikasikan 
berdasarkan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan disajikan dengan membandingakan 
dua periode yaitu periode Realisasi 2017 (Audted) dan Realisasi 2016 (Audited) 
serta Anggaran 2017, dimana pada akhir Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 
menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Pos-pos pada Laporan 
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Realisasi Anggaran tersebut telah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis 
Kas. 
4.3.2. Akuntansi Anggaran 
Berdasarkan hasil analisis data, Ibu Winda selaku Kepala Subbid Analisis 
Data Keuangan menjelaskan bahwa akuntansi anggaran digunakan untuk 
pertanggungjawaban dan membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, 
dan pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan PSAP No. 02 paragraf 18 yang 
menyebutkan akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan 
pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan 
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. 
 
4.3.3. Akuntansi Pendapatan 
Dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 mengakui 
pendapatan-LRA pada saat: 
1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD 
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan 
hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan 
Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD. 
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan 
langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib 
melaporkannya kepada BUD.  
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4. Kas  atas  pendapatan  yang  berasal  dari  hibah  langsung  dalam/luar negeri 
yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan 
syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.   
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah 
berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya 
sebagai pendapatan. 
Kemudian juga mengatur tentang pengukuran Pendapata-LRA yaitu: 
1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 
dikompensasikan dengan pengeluaran).  
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) 
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan 
terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat 
dikecualikan.  
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi 
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.  
Lalu juga mengatur tentang penyajian dan pengungkapan Pendapatan-
LRA dan hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan 
Pendapatan-LRA adalah :  
1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun 
anggaran 
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang 
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus 
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3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan 
daerah 
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.  
Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nita, Bapak Indri, dan Ibu 
Winda terkait denganpengakuan dan pengukuran Pendapatan-LRA telah sesuai 
dengan PSAP No. 02. Peraturan dari Perbud Klaten pun juga tidak menyalahi 
aturan di PSAP No. 02. 
 
4.3.4. Akuntansi Belanja 
Dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 Pemerintah 
Kabupaten Klaten, Belanja diakui pada saat:  
1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.  
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi 
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit 
yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau 
SP2D Nihil.  
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan berpedoman pada 
peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.  
Sedangkan untuk pengukuran belanja juga diatur dalam Peraturan Bupati 
Klaten Nomor 25 Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Klaten, menyebutkan kan 
bahwa : 
1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam 
dokumen anggaran.  
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2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur 
berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen 
pengeluaran yang sah.  
Dan untuk penyajian dan pengungkapan Belanja Daerah Kabupaten 
Klaten, dijelaskan bahwa :  
1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan 
klasifikasi ekonomi, yaitu:Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak 
Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas 
belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan 
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut 
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.  
Ibu Nita, Bapak Indri dan Ibu Winda telah menyampaikan pengakuan dan 
pengukuran belanja Daerah Kabupaten Klaten sesuai Perbup diatas dan hal 
tersebut tidak menyalahi aturan pada PSAP No. 02. Dimana dalam PSAP 
menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening 
Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran 
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut 
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 
 
4.3.5. Akuntansi Transfer 
Dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 Pemerintah 
Kabupaten Klaten mengakui transfer pada saat: 
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1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi 
Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk 
ke Rekening Kas Umum Daerah. 
2. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi 
Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D 
atas beban anggaran transfer keluar.  
Kemudian untuk pengukurannya dituliskan sebagai berikut: 
1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi 
Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer 
yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.  
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar 
diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran 
transfer keluar.  
Dalam CALK TA 2017 Kabupaten Klaten Transfer dibedakan menjadi 
dua yaitu: Transfer masuk dan Transfer Keluar. Transfer Masuk (LRA) adalah 
penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana 
perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. 
Sedangkan Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke 
entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah 
pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. 
Sesuai dengan pernyataan diatas, hal tersebut tidak menyalahi aturan 
PSAP No. 02. Dimana dalam PSAP No. 02 paragraf 23 menjelaskan transfer 
masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan 
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dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah 
provinsi. Lalu dalam PSAP No. 02 paragraf 40 menjelaskan transfer keluar adalah 
pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti 
pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh 
pemerintah daerah. 
 
4.3.6. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA 
Berdasarkan Peraturan Kebijakan Akuntansi di Kabupaten Klaten 
surplus/defisit anggaran adalah selisih antara pendapatan dengan belanja daerah, 
dimana surplus merupakan selisish lebih (positif) pendapatan diatas belanja dan 
defisit adalah selisih kurang (negatif) pendapatan dibawah belanja. Pernyataan 
tersebut sesuai dengan PSAP No. 02 paragraf 47 bahwa selisih antara pendapatan-
LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-
LRA. 
 
4.3.7. Akuntansi Pembiayaan 
Dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 Pemerintah 
Kabupaten Klaten Pengakuan Penerimaan Pembiayaandiakui pada saat diterima 
pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dan diukur berdasarkan nilai 
nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas 
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Serta Penerimaan 
Pembiayaandisajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya 
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).  
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Sedangankan untuk pengeluaran pembiayaan juga diatur dalam Peraturan 
Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Klaten Pengeluaran 
pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD). Diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran 
pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Serta disajikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK).  
Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Nita, Bapak Indri dan Ibu Winda 
sebelumnya, bahwa yang dijelaskan beliau telah sesuai dengan Perbup Klaten dan 
tidak menyalahi aturan dalam PSAP No. 02.  
Dalam PSAP No. 02 menjelaskan bahwa Penerimaan pembiayaan adalah 
semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari 
penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan 
negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, 
penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan 
pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 
Akuntansi pembiayaan dilaksanakan berdasarkanazas bruto, yaitu dengan 
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 
dikompensasikan dengan pengeluaran).  
Sedangkan dalam PSAP No. 02 menjelaskan untuk Pengeluaran pembiayaan 
adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain 
pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, 
pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan 
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pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat 
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 
 
4.3.8. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 
Peraturan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten 
mengungkapkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Lurang 
Pembiayaan Anggaran (SiKPA) menunjukkan kelebihan atau kekurangan 
pembiayaan neto dalam menutup surplus/defisit anggaran. Pernyataan tersebut 
tidak menyalahi aturan yang ada di PSAP No. 02 paragraf 61 yaitu Selisih 
lebih/kurang realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Peneriman dan 
Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos 
SiLPA/SiKPA. 
 
4.3.9. Transaksi Dalam Mata Uang Asing 
Di lihat pada PSAP No. 02 paragraf 64 bahwa Transaksi dalam mata uang 
asing dicatat dengan menjabarkan ke dalam uang rupiah berdasarkan kurs tengah 
bank sentral tanggal transaksi. Akan tetapi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Winda 
bahwa selama tahun anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Klaten tidak pernah 
melakukan transaksi baik pinjaman maupun jual beli kepada pihak asing ataupun 
melakukan ekspor dan impor. 
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Tabel 4.7 
Perbandingan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 
Kabupaten Klaten TA 2017 Dengan PSAP No. 02 
Unsur Pernyataan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) 
Nomor 02 Tahun 2010 
Laporan Realisasi 
Anggaran Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
Tahun 2017 
Ket 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
Penyajian informasi 
realisasi 
pendapatan-LRA, 
belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA, 
dan pembiayaan 
PSAP No. 02 paragraf 8 
Laporan realisasi 
anggaran menyajikan 
informasi realisasi 
pendapatan-LRA, 
belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA, 
dan pembiayaan, yang 
masing-masing 
diperbandingkan 
dengan anggarannya 
dalam satu periode. 
 
Laporan realisasi 
anggaran menyajikan 
informasi realisasi 
pendapatan-LRA, 
belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA, 
dan pembiayaan, yang 
masing-masing 
diperbandingkan 
dengan anggarannya 
dalam satu periode. 
 
Sesuai 
Penyajian informasi 
nama entitas, 
cakupan entitas, 
periode yang 
dicakup, mata uang 
pelaporan dan 
satuan angka yang 
digunakan. 
PSAP N0. 02 paragraf 9 
Laporan realisasi 
anggaran harus 
diidentifikasikan secara 
jelas dan diulang pada 
setiap nomor halaman 
laporan, jika dianggap 
perlu, informasi 
berikut: 
a. Nama entitas atau 
sarana identifikasi 
lainnya; 
b. Cakupan entitas 
pelaporan; 
c. Periode yang 
dicakup; 
d. Mata uang 
pelaporan; dan  
e. Satuan angka yang 
digunakan. 
 
Laporan realisasi 
anggaran harus 
diidentifikasikan secara 
jelas dan diulang pada 
setiap nomor halaman 
laporan, jika dianggap 
perlu, informasi 
berikut: 
a. Nama entitas atau 
sarana identifikasi 
lainnya; 
b. Cakupan entitas 
pelaporan; 
c. Periode yang 
dicakup; 
d. Mata uang 
pelaporan; dan 
e. Satuan angka yang 
digunakan. 
 
Sesuai  
Tabel berlanjut...  
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Lanjutan tabel 4.7 
Unsur Pernyataan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) 
Nomor 02 Tahun 2010 
Laporan Realisasi 
Anggaran Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
Tahun 2017 
Ket 
Periode pelaporan  PSAP No. 02 paragraf 
10 
Laporan realisasi 
anggaran disajikan 
sekurang-kurangnya 
sekali dalam setahun. 
 
 
Laporan realisasi 
anggaran disajikan 
sekurang-kurangnya 
sekali dalam setahun. 
 
 
Sesuai  
Ketepatan waktu 
penyajian 
PSAP N0. 02 paragraf 
11 
Entitas menyajikan 
laporan realisasi 
anggaran selambat-
lambatnya 6 bulan 
setelah berakhirnya 
tahun anggaran. 
 
 
Entitas menyajikan 
laporan realisasi 
anggaran selambat-
lambatnya 6 bulan 
setelah berakhirnya 
tahun anggaran. 
 
 
Sesuai  
Penyajian pos-pos 
Laporan Realisasi 
Anggaran 
PSAP No. 02 paragraf 
13 
Laporan realisasi 
anggaran sekurang-
kurangnya mencakup 
pos-pos sebagai berikut: 
a. Pendapatan-LRA 
b. Belanja 
c. Transfer 
d. Surplus/defisit-LRA 
e. Penerimaan 
pembiayaan 
f. Pengeluaran 
pembiayaan 
g. Pembiayaan neto 
h. Sisa lebih/kurang 
pembiayaan 
anggaran 
(SiLPA/SiKPA) 
 
 
Laporan realisasi 
anggaran sekurang-
kurangnya mencakup 
pos-pos sebagai berikut: 
a. Pendapatan-LRA 
b. Belanja 
c. Transfer 
d. Surplus/defisit-LRA 
e. Penerimaan 
pembiayaan 
f. Pengeluaran 
pembiayaan 
g. Pembiayaan neto 
h. Sisa lebih/kurang 
pembiayaan 
anggaran 
(SiLPA/SiKPA) 
 
 
Sesuai  
Tabel berlanjut...  
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Lanjutan tabel 4.7 
  Unsur Pernyataan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) 
Nomor 02 Tahun 2010 
Laporan Realisasi 
Anggaran Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
Tahun 2017 
Ket 
Penyelenggaraan 
akuntansi anggaran 
PSAP No. 02 paragraf 
19-20 
Akuntansi anggaran 
diselenggarakan sesuai 
dengan struktur 
anggaran yang terdiri 
dari anggaran 
pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan pada 
saat anggaran disahkan 
dan dialokasikan. 
 
 
Akuntansi anggaran 
diselenggarakan sesuai 
dengan struktur 
anggaran yang terdiri 
dari anggaran 
pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan pada 
saat anggaran disahkan 
dan dialokasikan. 
 
 
Sesuai  
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA 
Pengakuan  PSAP No. 02 paragraf 
21-22 
Pendapatan-LRA diakui 
pada saat diterima pada 
Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah dan 
diklasifikasikan 
menurut jenis 
pendapatan. 
 
 
Pengakuan pendapatan 
pada laporan realisasi 
anggaran Pemerintah 
Kabupaten Klaten yaitu 
pendapatan-LRA diakui 
pada saat diterima pada 
Rekening Kas Umum 
Daerah dan pendapatan-
LRA diklasifikasikan 
menurut jenis 
pendapatan. 
 
 
Sesuai  
Pengukuran  PSAP No. 02 paragraf 
24 
Akuntansi pendapatan-
LRA dilaksanakan 
berdasarkan 
berdasarkan azas bruto, 
yaitu dengan 
membukukan 
penerimaan bruto, dan 
tidak mencatat jumlah 
netonya (setelah 
dikompensasikan 
dengan pengeluaran). 
 
 
Pendapatan-LRA 
diukur dan dicatat 
berdasarkan azas bruto, 
yaitu dengan 
membukukan 
penerimaan bruto, dan 
tidak mencatat jumlah 
netonya (setelah 
dikompensasikan 
dengan pengeluaran) 
 
 
Sesuai  
Tabel berlanjut...  
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Lanjutan tabel 4.7 
  Unsur Pernyataan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) 
Nomor 02 Tahun 2010 
Laporan Realisasi 
Anggaran Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
Tahun 2017 
Ket 
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA 
Penyajian dan 
pengungkapan  
PSAP No. 02 paragraf 
30 
Akuntansi pendapatan-
LRA disusun untuk 
memenuhi kebutuhan 
pertanggungjawaban 
sesuai dengan ketentuan 
dan untuk keperluan 
pengendalian bagi 
manajemen pemerintah 
pusat dan daerah. 
 
 
Pendapatan-LRA 
disajikan dalam 
Laporan Realisasi 
Anggaran dengan basis 
kas sesuai dengan 
klasifikasi dalam BAS. 
 
 
Sesuai 
AKUNTAN SI BELANJA 
Pengakuan PSAP No. 02 paragraf 
31-32 
Belanja diakui pada 
saat terjadinya 
pengeluaran dari 
Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah. Khusus 
pengeluaran melalui 
bendahara pengeluaran 
pengakuannya terjadi 
pada saat 
pertanggungjawaban 
atas pengeluaran 
tersebut disahkan oleh 
unit yang mempunyai 
fungsi perbendaharaan. 
 
 
 
 
 
 
PSAP No. 02 paragraf 
33 
Dalam hal badan 
layanan umum, belanja 
 
 
Dalam kebijakan 
akuntansi diperaturan 
Bupati Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
menyebutkan bahwa 
belanja diakui pada saat 
terjadinya pengeluaran 
dari RKUD. Khusus 
pengeluaran melalui 
bendahara pengeluaran 
pengakuannya terjadi 
pada saat 
pertanggungjawaban 
atas pengeluaran 
tersebut disahkan oleh 
unit yang mempunyai 
fungsi perbendaharaan 
dengan terbitnya SP2D 
GU atau SP2D Nihil. 
 
 
 
Dalam hal badan 
layanan umum, belanja 
 
 
Sesuai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesuai  
Tabel berlanjut...  
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Lanjutan tabel 4.7 
  Unsur Pernyataan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) 
Nomor 02 Tahun 2010 
Laporan Realisasi 
Anggaran Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
Tahun 2017 
Ket 
 diakui dengan mengacu 
pada peraturan 
perundangan yang 
mengatur mengenai 
badan layanan umum. 
diakui dengan mengacu 
pada peraturan 
perundangan yang 
mengatur mengenai 
badan layanan umum. 
 
Pengukuran  PSAP No. 02 paragraf 
44 
Realisasi anggaran 
belanja dilaporkan 
sesuai dengan 
klasifikasi yang 
ditetapkan dalam 
dokumen anggaran. 
 
 
Pengukuran belanja 
berdasarkan realisasi 
klasifikasi yang 
ditetapkan dalam 
dokumen anggaran. 
 
 
Sesuai  
Penyajian dan 
pengungkapan 
PSAP No. 02 paragraf 
34 
Belanja diklasifikasikan 
menurut klasifikasi 
ekonomi (jenis belanja), 
organisasi, dan fungsi. 
 
 
 
 
 
 
 
PSAP No. 02 paragraf 
35 
Klasifikasi ekonomi 
untuk pemerintah 
daerah meliputi belanja 
pegawai, belanja 
barang, belanja modal, 
bunga, hibah, bantuan 
sosial, dan belanja tak 
terduga. 
 
 
Belanja disajikan dalam 
Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) sesuai 
dengan klasifikasi 
ekonomi, yaitu Belanja 
Operasi, Belanja 
Modal, Belanja Tak 
Terduga, dan dijelaskan 
dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. 
 
 
 
Belanja dalam laporan 
realisasi anggaran 
Pemerintah Kabupaten 
Klaten TA 2017 yaitu 
belanja pegawai, barang 
dan jasa, hibah, bantuan 
sosial, belanja modal, 
dan belanja tak terduga. 
 
 
Sesuai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesuai  
Tabel berlanjut...  
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Lanjutan tabel 4.7 
  Unsur Pernyataan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) 
Nomor 02 Tahun 2010 
Laporan Realisasi 
Anggaran Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
Tahun 2017 
Ket 
Penyajian belanja 
modal  
PSAP No. 02 paragraf 
36 
Belanja operasi adalah 
pengeluaran anggaran 
untuk kegiatan sehari-
hari pemerintah 
pusat/daerah yang 
memberi manfaat 
jangka pendek. Belanja 
operasi antara lain 
meliputi belanja 
pegawai, belanja 
barang, bunga, subsidi, 
hibah, bantuan sosial. 
 
 
Belanja operasi 
diklasifikasikan 
menjadi belanja 
pegawai, belanja barang 
dan jasa, belanja hibah, 
dan belanja bantuan 
sosial. Sifat dari belanja 
operasi di Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
sifatnya memberikan 
manfaat jangka pendek. 
 
 
Sesuai  
Penyajian belanja 
modal 
PSAP No. 02 paragraf 
37 
Belanja modal adalah 
pengeluaran anggaran 
untuk memperoleh aset 
tetap dan aset lainnya 
yang memberi manfaat 
lebih dari satu periode 
akuntansi. Belanja 
modal meliputi antara 
lain belanja modal 
untuk perolehan tanah, 
gedung dan bangunan, 
peralatan, aset tak 
berwujud. 
 
 
Belanja modal 
menggambarkan 
pelaksanaan kegiatan 
pengadaan barang/jasa 
dalam rangka 
penambahan aset 
daerah, meliputi 
pengadaan tanah, 
peralatan dan mesin, 
gedung dan bangunan, 
jalan, irigasi dan 
jaringan, aset tetap 
lainnya, dan aset 
lainnya. 
Pengklasifikasian 
belanja modal 
Pemerintah Kabupaten 
Klaten yaitu meliputi: 
a. Belanja Modal 
Tanah 
b. Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin 
 
 
 
Sesuai  
 
 
Tabel berlanjut...  
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Lanjutan tabel 4.7 
  Unsur Pernyataan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) 
Nomor 02 Tahun 2010 
Laporan Realisasi 
Anggaran Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
Tahun 2017 
Ket 
  c. Belanja Modal 
Gedung dan 
Bangunan 
d. Belanja Modal 
Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 
e. Belanja Modal Aset 
Tetap Lainnya 
 
Penyajian belanja 
tak terduga 
PSAP No. 02 paragraf 
38 
Belanja lain-lain/ tak 
terduga adalah 
pengeuaran anggaran 
untuk kegiatan yang 
sifatnya tidak biasa dan 
tidak diharapkan 
berulang seperti 
penanggulangan 
bencana alam, bencana 
sosial, dan pengeluaran 
tidak terduga lainnya 
yang sangat diperlukan 
dalam rangka 
penyelenggaraan 
kewenangan 
pemerintah 
pusat/daerah. 
 
 
Dalam laporan realisasi 
anggaran Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
terdapat belanja tak 
terduga, tetapi tidak ada 
transaksi yang 
dilakukan. 
 
 
Sesuai  
AKUNTANSI TRANSFER 
Penyajian transfer 
masuk 
PSAP No. 02 paragraf 
23 
Transfer masuk adalah 
penerimaan uang dari 
entitas pelaporan lain, 
misalnya penerimaan 
dana perimbangan dari 
pemerintah pusat dan 
dana bagi hasil dari 
pemerintah provinsi. 
 
 
Pemerintah Kabupaten 
Klaten 
mengelompokkan 
pendapatan transfer 
meliputi: 
a. Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat-
LRA 
 
 
Sesuai  
Tabel berlanjut...  
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Lanjutan tabel 4.7 
  Unsur Pernyataan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) 
Nomor 02 Tahun 2010 
Laporan Realisasi 
Anggaran Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
Tahun 2017 
Ket 
  b. Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat-
LRA 
c. Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat - 
Lainnya – LRA 
d. Pendapatan Transfer 
Pemerintah Daerah 
Lainnya – LRA 
e. Bantuan Keuangan 
dari Pemerintah 
Daerah Provinsi 
Lainnya-LRA 
 
Penyajian transfer 
keluar 
PSAP No. 02 paragraf 
40 
Transfer keluar adalah 
pengeluaran uang dari 
entitas pelaporan ke 
entitas lan seperti 
pengeluaran dana 
perimbangan oleh 
pemerintah pusat dan 
dana bagi hasil oleh 
pemerintah daerah. 
 
 
Transfer keluar yang 
disajikan oleh 
Pemerintah Kabupaten 
Klaten adalah Transfer 
Bagi Hasil Pendapatan 
yang meliputi transfer 
bagi hasil pajak daerah 
dan transfer bagi hasil 
pendapatan lainnya. 
Serta Transfer Bantuan 
Keuangan yang 
meliputi transfer 
bantuan keuangan ke 
desa dan transfer 
bantuan keuangan 
lainnya. 
 
 
Sesuai  
AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA 
Penyajian 
surplus/defisit-LRA 
PSAP No. 02 paragraf 
47 
Selisih antara 
pendapatan-LRA dan 
belanja selama satu 
periode pelaporan  
 
 
Surplus/Defisit-LRA 
adalah selisih antara 
pendapatan-LRA dan 
belanja selama satu  
 
 
Sesuai  
Tabel berlanjut...  
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Tabel lanjutan 4.7 
  Unsur Pernyataan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) 
Nomor 02 Tahun 2010 
Laporan Realisasi 
Anggaran Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
Tahun 2017 
Ket 
 dicatat dalam pos 
Surplus/Defisit-LRA. 
periode pelaporan.  
AKUNTANSI PEMBIAYAAN 
Penyajian 
pembiayaan 
PSAP No. 02 paragraf 
50 
Pembiayaan (financing) 
adalah setiap 
penerimaan yang perlu 
dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran 
yang akan diterima 
kembali, baik pada 
tahun anggaran 
bersangkutan maupun 
tahun-tahun anggaran 
berikutnya, yang dalam 
penganggaran 
pemerintah terutama 
dimaksudkan untuk 
menutup defisit atau 
memanfaatkan surplus 
anggaran. 
 
 
Pembiayaan adalah 
transaksi keuangan 
daerah yang 
dimaksudkan untuk 
menutup selisih kurang 
(defisit) atan 
memanfaatkan selisih 
lebih (surplus) antara 
pendapatan dan belanja 
daerah. 
 
 
Sesuai  
AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
Definisi  PSAP No. 02 paragraf 
51 
Penerimaan 
pembiayaan adalah 
semua penerimaan 
Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah antara 
lain berasal dari 
penerimaan pinjaman, 
penjualan obligasi 
pemerintah, hasil 
privatisasi perusahaan 
negara/daerah, 
penerimaan kembali 
pinjaman yang 
diberikan kepada pihak 
 
 
Penerimaan 
pembiayaan Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
berasal dari penggunaan 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SiLPA) 
tahun lalu, Pencairan 
Dana Cadangan, Hasil 
Penjualan Kekayaan 
Daerah Yang 
dipisahkan dan 
Penerimaan Kembali 
Piutang Daerah.  
 
 
Sesuai  
Tabel berlanjut...  
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Tabel lanjutan 4.7 
  Unsur Pernyataan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) 
Nomor 02 Tahun 2010 
Laporan Realisasi 
Anggaran Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
Tahun 2017 
Ket 
 ketiga, penjualan 
investasi permanen 
lainnya, dan pencairan 
dana cadangan. 
  
Pengakuan  PSAP No. 02 paragraf 
52 
Penerimaan 
pembiayaan diakui pada 
saat diterima pada 
Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah. 
 
 
Dalam kebijakan 
akuntansi diperaturan 
Bupati Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
menjelaskan bahwa 
Penerimaan 
pembiayaan diakui pada 
saat diterima pada 
Rekening Kas Umum 
Daerah. 
 
 
Sesuai  
Pengukuran  PSAP No. 02 paragraf 
53 
Akuntansi penerimaan 
pembiayaan 
dilaksanakan 
berdasarkan azas bruto, 
yaitu dengan 
membukukan 
penerimaan bruto, dan 
tidak mencatat jumlah 
netonya (setelah 
dikompensasikan 
dengan pengeluaran). 
 
 
Dalam kebijakan 
akuntansi diperaturan 
Bupati Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
menjelaskan bahwa 
Akuntansi penerimaan 
pembiayaan 
dilaksanakan 
berdasarkan azas bruto, 
yaitu dengan 
membukukan 
penerimaan bruto, dan 
tidak mencatat jumlah 
netonya (setelah 
dikompensasikan 
dengan pengeluaran). 
 
 
Sesuai  
Tabel berlanjut...  
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Lanjutan tabel 4.7 
  Unsur Pernyataan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) 
Nomor 02 Tahun 2010 
Laporan Realisasi 
Anggaran Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
Tahun 2017 
Ket 
AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
Denifisi  PSAP No. 02 paragraf 
55 
Pengeluaran 
pembiayaan adalah 
semua pengeluaran 
Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah antara 
lain pemberian 
pinjaman kepada pihak 
ketiga, penyertaan 
modal pemerintah, 
pembayaran kembali 
pokok pinjaman dalam 
periode tahun anggaran 
tertentu, dan 
pembentukan dana 
cadangan. 
 
 
Pengeluaran 
pembiayaan Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
meliputi pengeluaran 
untuk Pembentukan 
Dana Cadangan, 
Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah 
(PMPD), Pembayaran 
Pokok Pinjaman Dalam 
Negeri.  
 
 
Sesuai  
Pengakuan  PSAP No. 02 paragraf 
56 
Pengeluaran 
pembiayaan diakui pada 
saat dikeluarkan dari 
Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah. 
 
 
Dalam kebijakan 
diperaturan Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
menjelaskan bahwa 
pengeluaran 
pembiayaan diakui pada 
saat dikeluarkan dari 
Rekening Kas Umum 
Daerah. 
 
 
Sesuai  
AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO 
 PSAP No. 02 paragraf 
58-59 
Pembiayaan neto adalah 
selisih antara 
penerimaan 
pembiayaan setelah 
dikurangi pengeluaran 
pembiayaan dalam 
periode tahun anggaran 
 
 
Selisih lebih/kurang 
antara penerimaan dan 
pengeluaran 
pembiayaan selama satu 
periode pelaporan 
dicatat dalam 
PembiayaanNeto yang 
 
 
Sesuai  
Tabel berlanjut...  
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Lanjutan tabel 4.7 
  Unsur Pernyataan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) 
Nomor 02 Tahun 2010 
Laporan Realisasi 
Anggaran Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
Tahun 2017 
Ket 
Penyajian 
pembiayaan neto 
tertentu. Selisih 
lebihkurang antara 
penerimaan dan 
pengeluaran 
pembiayaan selama satu 
periode pelaporan 
dicatat dalam 
Pembiayaan Neto 
ada pada Laporan 
Realisasi Anggaran 
Pemerintah Kabupaten 
Klaten. 
 
 
Sesuai  
AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN 
(SILPA/SIKPA) 
Penyajian 
SiLPA/SiKPA 
PSAP No. 02 paragraf 
61 
Selisih lebih/kurang 
realisasi Pendapatan-
LRA dan Belanja, serta 
Peneriman dan 
Pengeluaran 
Pembiayaan selama 
satu periode pelaporan 
dicatat dalam pos 
SiLPA/SiKPA. 
 
 
Pemerintah Kabupaten 
Klaten mencatat selisih 
penerimaan dan 
pengeluaran 
pembiayaan selama satu 
periode pelaporan 
dicatat dalam pos 
SiLPA/SiKPA. 
 
 
Sesuai  
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING 
Penyajian transaksi 
dalam mata uang 
asing 
PSAP No. 02 paragraf 
64 
Transaksi dalam mata 
uang asing dicatat 
dengan menjabarkan ke 
dalam uang rupiah 
berdasarkan kurs tengah 
bank sentral tanggal 
transaksi. 
 
 
Tidak ada transaksi 
dalam mata uang asing 
pada Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Klaten TA 
2017. 
 
 
 
Tidak 
Sesuai  
(Sumber: Data Diolah, 2019) 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten 
Klaten sudah mengacu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintaha Nomor 02 
Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas sejak tahun 2015, sesuai 
dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 
2. Pemerintah Kabupaten Klaten telah menyajikan 8 komponen Laporan 
Realisasi Anggaran, yaitu: Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, 
Surplus/Defisit-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, 
Pembiayaan Neto, dan Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran 
(SiLPASiKPA). 
3. Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klaten hampir 
secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang Laporan 
Realisasi Anggaran Berbasis Kas berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Hanya 
ada 1 yang tidak sesuai yaitu di transaksi dalam mata uang asing karena 
memang selama tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Klaten tidak  pernah 
melakukan transaksi baik pinjaman maupun jual beli kepada pihak asing. 
4. Setiap Pendapatan dan Penerimaan pembiayaan yang diperoleh Pemerintah 
Kabupaten Klaten akan di catat dan terima oleh bendahara penerimaan yang 
uangnya langsung masuk di RKUD Klaten di Bank Jateng. 
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5. Untuk keperluan belanja dan pengeluaran pembiayaan, setiap SKPD harus 
mengajukan dulu ke Bendahara BPKD yang kemudian Bidang 
Perbendaharaan akan mengeluarkan SP2D untuk mencairkan dana tersebut.  
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada penerapan Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi 
Anggaran Berbasis Kas berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 
2010 sehingga tidak mengetahui apakah Laporan Keuangan yang sudah sesuai 
dengan PP No. 71 Tahun 2010 atau belum. 
 
5.3. Saran-saran 
1. Perlunya perekrutan pegawai yang memiliki keahlian dibidang akuntansi 
daerah untuk mengelola Bagian Akuntansi di Badan Keuangan Daerah agar 
pencatatan dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten dapat 
terlaksana dengan baik. 
2. Penyajian LRA dilakukan secara lebih transparan supaya mempermudah 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang realisasi 
dan anggaran entitas pelaporan sertamempermudah untuk mengetahui 
evaluasi kinerja Pemerintah dalam hal efisiensidan efektivitas anggaran. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya narasumber tidak hanya dari bidang 
akuntansi saja tetapi juga dari bidang anggaran, perbendaharaan, dan 
pelaporan. 
  
96 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Asmiati, S., dan Stanley K, W. (2015). Evaluasi penerapan pernyataan standar 
akuntansi pemerintahan tentang penyajian laporan realisasi anggaran 
pemerintah kabupaten  minahasa utara. Jurnal EMBA. Vol.3 No.1 Maret 
2015, Hal. 418-425 
 
Bastian, I. (2010). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar. Yogyakarta: 
Erlangga. 
 
Djuitaningsih, T., dan Maulida, O. (2012). Hubungan penerapan PSAP nomor 2 
tentang laporan realisasi anggaran dengan tingkat kesejahteraan 
masyarakat (studi kasus pada pemerintah kota tangerang selatan). 
Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin. 20-23 September: 1-24. 
 
Halim, A., dan Kusufi, M. S. (2012). Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor 
publik dari anggaran hingga laporan keuangan dari pemerintah hingga 
tempat ibadah. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Halim, A., dan Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi sektor publik: Akuntansi 
keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Halim, A. (2014). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: 
Salemba Empat. 
 
Herdiansyah, H. (2015). Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai 
instrumen penggalian data kualitatif. Jakara:PT Rajagrafindo Persada. 
 
Herli, M., Hafidhah., dan Ashfi, H. (2016). Implementation of financial reporting 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) under PP no. 71 2010 about 
government accounting standards on dr . H. Moh. Anwar Hospital 
Sumenep-Indonesia. International Journal on Governmental Financial 
Management. Vol. XVI, No 1, 2016. 
 
Irawan, M. (2016). Penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 02 
tentang laporan realisasi anggaran dalam peraturan pemerintah nomor  71 
tahun 2010 dan permendagri nomor 64 tahun 2013 (Studi kasus pada 
pemerintah Kabupaten Mojokerto). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi 
(JRMA). ISSN: 2337-5663.Volume: 4, Nomor: 2. 
 
Mardiasmo. (2002). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi. 
 
Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 
 
97 
 
 
 
Moleong, L. J. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya 
 
Muhyiddin, N. T., M. Irfan, T., dan Anna, Y. (2017). Metodologi penelitian 
ekonomi dan sosial: Teori, konsep, dan rencana proposal. Jakarta: 
Salemba Empat. 
 
Nordiawan, D., dan Hertianti A. (2010). Akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba 
Empat. 
 
Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Klaten 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual  
 
Sabeni dan Ghozali. (1997). Pokok-pokok akuntansi pemerintahan. Yogyakarta: 
BPFE. 
 
Santie, E. J. G., Jantje, J. T., dan Lidia, M. M. (2015). Analisis Penyajian Laporan 
Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 
Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA. Vol.3 No.2 Juni 2015, Hal. 852-
862. 
 
Sekaran, U., dan Roger, B. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis.Jakarta: 
Salemba Empat. 
 
Sudaryono. 2017. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 
 
Sugiyono. 2014. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 
 
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung. 
Alfabeta. 
 
Suwardjono. (2014). Teori akuntansi: Perekayasaan laporan keuangan. 
Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 
 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan 
Realisasi Anggaran Berbasis Kas 
 
Siregar, B. (2015). Akuntansi sektor publik (Akuntansi keuangan pemerintah 
daerah berbasis akrual). Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 
 
98 
 
 
 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 
 
Utomo, R., dan Cahaya, E. (2016.) Penerapan standar akuntansi penerintahan 
nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran berdasarkan PP no. 71 tahun  
2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Jurnal Fakultas 
Ekonomi. Volume 05, Nomor 02, Desember 2016 Hal 155 – 165. 
 
Yusuf, M. (2014). Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian 
gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group. 
  
99 
 
 
 
Lampiran 1 : Jadwal Penelitian 
No 
Bulan Oktober November Desember Januari Februari 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusun
an 
Proposal       
 
X                                 
2 
Konsultasi 
      X 
 
x   
 
  
 
x 
 
      
x
              
3 
Revisi 
Proposal           
 
x x 
 
x 
 
x   
 
x x 
 
x     
 
x 
 
x     
 
X 
4 
Seminar 
Proposal                                   
 
x     
5 
Pengumpu
lan Data                                         
6 
Analisis 
Data                                         
7 
Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi                                         
8 
Pendaftara
n 
Munaqosa
h                                         
9 
Munaqosa
h                                         
10 
Revisi 
Kripsi                                         
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No 
Bulan Maret  April  Mei  Juni  Juli  Agustus 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     
1 
Penyusun
an 
Proposal                                         
    
2 
Konsultasi 
    
 
x       
 
  
 
                  
 
x 
 
X 
    
3 
Revisi 
Proposal   
 
                                    
    
4 
Seminar 
Proposal                                         
    
5 
Pengumpu
lan Data   
  
        
 
x     
 
x           
 
x       
    
6 
Analisis 
Data                 
 
x     
 
x           
 
x     
    
7 
Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi                                   
 
x 
 
x 
 
X 
    
8 
Pendaftara
n 
Munaqosa
h                                       
 
x 
    
9 
Munaqosa
h                                         
 x   
10 
Revisi 
Skripsi                           
 
            
  x x 
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Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 3 : Daftar Wawancara 
A. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 
1. Apa standar akuntansi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Klaten 
dalam penyusunan Laporan Keuangan ? 
2. Bagaimana penyusunan laporan keuangan dilakukan ? khususnya 
LRA. 
3. Berapa banyak orang yang terlibat dalam penyusunan LRA ? 
4. Apa saja kendala yang dialami selama penyusunan LRA supaya sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ? 
5. Mengapa BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian selama 
2 tahun berturut-turut ? apa alasannya ? 
6. Apakah  dalam  LRA  sudah  menyajikan realisasi pendapatan, belanja, 
surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, 
pembiayaan neto, selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran ? 
7. Apakah LRA sudah memberikan informasi tentang realisasi dan 
anggaran entitas pelaporan secara tersanding ? 
8. Berapa kali LRA disajikan dalam satu tahun ? 
9. Setelah tahun anggaran berakhir, butuh waktu berapa lama untuk 
menyajikan LRA ? 
10. Bagaimana penyajian penjelasan yang lebih rinci mengenai informasi 
LRA ? apakah sudah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan ? 
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11. Bagaimana LRA menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran 
secara menyeluruh dan berguna dalam mengevaluasi kinerja 
pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran ? 
12. Bagaimana LRA mengidentifikasi secara jelas tentang informasi yang 
dianggap perlu ? seperti nama entitas laporan, cakupan entitas 
pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, satuan angka 
yang digunakan ? 
13. Jika tidak menggunakan periode pelaporan selama satu tahun, apakah 
alasannya disertakan dalam catatan atas laporan keuangan ? 
14. Jika ada hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti 
kebijakan fiskal dan moneter, apakah dijelaskan lebih lanjut dalam 
catatan atas laporan realisasi anggaran ? 
15. Jika terjadi perbedaan material antara anggaran dan realisasinya, 
apakah dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan ? 
 
B. Akuntansi Anggaran 
1. Bagaimana penerapan akuntansi anggaran di Pemeritah Kabupaten 
Klaten? 
 
C. Akuntansi Pendapatan 
1. Apakah pendapatn yang dimiliki dicantumkan secara terperinci ? 
2. Bagaimana pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas 
umum daerah ? 
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3. Bagaimana pencatatan transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan 
jasa dalam LRA ? 
4. Mengapa pendapatan LRA harus diklasifikasikan menurut jenis 
pendapatannya ? 
5. Apakah semua informasi yang relevan mengenai bentuk pendapatan 
telah diungkapkan sedemikian rupa dalam catatan atas laporan 
keuangan ? 
 
D. Akuntansi Belanja 
1. Apakah belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening 
Kas Umum Negara/Daerah ? 
2. Mengapa belanja yang telah dikeluarkan harus dicantumkan secara 
terperinci ? 
3. Bagaimana meralisasikan belanja yang telah diklasifikasikan ? apakah 
harus sesuai dengan jenis belanjanya ? 
4. Apakah semua informasi yang relevan mengenai bentuk belanja 
diungkapkan sedemikian rupa dalam catatan atas laporan keuangan ? 
 
E. Akuntansi Surplus/Defisit 
1. Apakah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu 
periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit ? 
 
F. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan 
1. Apakah penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah ? 
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2. Mengapa penerimaan pembiayaan yang dimiliki harus dicantumkan 
secara terperinci dalam LRA ? 
3. Bagaimana akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan 
berdasarkan asas bruto? 
 
G. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan  
1. Apakah pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterima pada 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah ? 
2. Mengapa pengeluaran pembiayaan yang dimiliki harus dicantumkan 
secara terperinci dalam LRA ? 
 
H. Akuntansi Pembiayaan Neto 
1. Apakah selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran 
selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan neto ? 
 
I. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 
1. Apakah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu 
periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit ? 
 
J. Transaksi Dalam Mata Uang Asing 
2. Selama tahun 2017 apakah Pemerintah Kabupaten Klaten pernah 
melakukan transaksi dengan mata uang asing ? 
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Lampiran 4: Transkip Wawancara 
TRANSKIP WAWANCARA 
Narasumber  : Ibu Nita Harvianti 
Tanggal  : 22 April 2019 
Jabatan  : Kepala Bidang Akuntansi 
 
A. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 
1. Apa standar akuntansi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Klaten 
dalam penyusunan Laporan Keuangan ? 
Jawab: 
Kalo standar akuntansi kan dulu kan ada cash basic sama akrual basic, 
sekarang sesuai aturannya kan harus akrual basic, ya kita sudah 
melaksanakan dengan sistem acrual basic. Itu mulai tahun 2015. Dan 
kita juga sudah menyusun peraturan bupati tentang kebijakan 
akuntansi berbasic akrual itu jadi acuannya sudah ada. 
 
2. Bagaimana penyusunan laporan keuangan dilakukan ? khususnya 
LRA. 
Jawab: 
Ya kalau laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD itu kan 
disusun berdasarkan laporan keuangan OPD, tiap-tiap OPD yang ada 
di pemda ini nanti dikompilasi menjadi LKPD. Nah yang 
mengkompilasi tentu saja bidang akuntansi. Sebelum proses kompilasi 
didahului dengan rekonsiliasi aset, rekonsiliasi kas, rekonsiliasi 
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pendapatan. Artinya kan semua data itu harus valid, harus sesuai dari 
yang mengelola sama yang menerima data itu harus sama. Misalnya 
Bank Jateng dengan kita harus cocok rekonsiliasinya. 
 
3. Berapa banyak orang yang terlibat dalam penyusunan LRA ? 
Jawab: 
Semua staff dan struktural yang ada di bidang akuntansi tentunya. 
 
4. Berarti yang menyusun itu Cuma bidang akuntasi saja bu? 
Jawab: 
Iya, tapi kan bahan ya itu tadi kalau rekonsiliasi aset dari bidang aset, 
rekonsiliasi kas dari perbendaharaan, rekonsiliasi pendapatan dari 
bidang PAD. Kalo mungkin ditanya juga peran yang lain misal 
sekretariat ya kita memfasilitasi misalnya kalau ada rapat koordinasi 
menyediakan tempat, kalau surat menyurat kita membantu. 
 
5. Kalau proses penyusunannya itu berapa lama bu ? 
Jawab: 
Ya kalau sesuai aturan kan maksimal 3 bulan setelah tahun amggaran 
berakhir baru selesai mbak LKPD itu dan kalau kita bicara 
sejarahmemang mepet-mepet 3 bulannya itu mendekati akhir 
tanggalnya 27 28, nggak pernah kita selesai 2 bulan. 
 
6. Apa saja kendala yang dialami selama penyusunan LRA supaya sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ? 
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Jawab: 
Masalah kendala yang utama kan kemampuan SDM, kemampuan itu 
bisa juga jumlahnya yan kurang atau penguasaan maerinya yang 
memang kurang. Ya terbukti ini saja pemeriksaan yang tahun ini kan 
istilahnya seperti kita itu masih dikasih tau BPK yang bener itu gini-
gini. Selama ini kan kita sudah bertahun-tahun merasa benar ternyata 
masih kurang. Seperti persediaan itu kan sudah bertahun-tahun 
ternyata ada tim baru BPK yang belum pernah sama sekali kesini nah 
itu ada koreksi. 
 
7. Mengapa BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian selama 
2 tahun berturut-turut ? apa alasannya ? 
Jawab: 
Kalau opini itu kan yang tertinggi kan WTP kemudian dibawahnya 
WDP. Memang kita 2 tahun terakhir WDP berarti kan masih ada 
pengecualian dalam laporan keuangan. Dua penyebabnya itu kan yang 
pertama pengendalian intern SPIPnya itu kepatuhan terhadap peraturan 
dan juga materi atau kualias dari LKnya sendiri masih kurang. Secara 
global ya itu mbak penyebab WDP. 
 
8. Apakah  dalam  LRA  sudah  menyajikan realisasi pendapatan, belanja, 
surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, 
pembiayaan neto, selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran ? 
Jawab: 
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Ya, LRA memang semua sudah tersaji pendapatan, belanja, 
surplus/defisit, peneerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan , 
dan SILPA.  
 
9. Apakah LRA sudah memberikan informasi tentang realisasi dan 
anggaran entitas pelaporan secara tersanding ? 
Jawab: 
Kalau LRA itu pembandingan dengan anggaran, jadi anggarannya 
berapa, realisasinya berapa. Perbandingannya itu, tapi tidak dengan 
yang tahun lalu. Tapi kalau neraca dibandingkan dengan tahun yang 
lalu. 
 
10. Berapa kali LRA disajikan dalam satu tahun ? 
Jawab: 
Penyajian LRA persemester, semester 1 dan semester 2. Tetapi yang 
sering kita pakai yang 1 tahun sekali itu yang diakhir tahun setelah 
diaudit, karena kan kalau diaudit ketahuan akuntabel, transparan, dan 
sebagainya. 
 
11. Berarti bikin LRA 2 kali bu ? 
Jawab: 
Kalau bikinnya satu kali mbak, tapi kalau misalnya ada permintaan 
dari instansi terkait seperti BAPPEDA atau dari BPS minta LRA 
persemester ya kita kasih tapi kondisi ya apa adanya sampai dengan 
semester yang diminta. 
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12. Itu belum diaudit bu ? 
Jawab: 
Ya jelas belum, jadi kan kalau laporan gitu kita ambil keterangan per 
apa dan unauditedjadi ya belum dinyatakan wajar.  
 
13. Setelah tahun anggaran berakhir, butuh waktu berapa lama untuk 
menyajikan LRA ? 
Jawab: 
LRA kan juga kaitannya dengan laporan keuangan, kalau tadi misalnya 
kita 3 bulan selesai terus nanti kan dikoreksi oleh BPK nah nanti 
setelah dikoreksi selesai keluarlah laporan keuangan audited 
didalamnya juga ada LRA. Kalau ditanya kapan ya setelah dikoreksi 
oleh BPK tapi yang inti 3 bulan harus selesai. LRA dan laporan 
keuangan 3 bulan harus selesai nanti dikoreksi BPK paling ya akhir 
April atau awal Mei itu udah keluar koreksinya, pokoknya menjelang 
keluarnya opini.  
 
14. Bagaimana penyajian penjelasan yang lebih rinci mengenai informasi 
LRA ? apakah sudah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan ? 
Jawab: 
Kalau di laporan keuangan itu tentu ada CALK ya mbak, CALK kan 
istilahnya penjelasan inti dari laporan keuangan kita yang ada di LRA 
maupun yang ada di neraca, nah untuk tahun ini ya karena ada tim 
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yang baru dari BPK kita juga disuruh mengkoreksi CALK kita ternyata 
kurang rinci misalnya SILPA, SILPA itu ternyata dirinci SILPA yang 
bebas dan terikat selama ini kita belum familiar dengan itu, ternyata itu 
juga diminta terus juga persediaan, perdapatan, penyertaan modal ke 
BUMD itu juga dirinci, semua harus dirinci lagi. 
 
15. Bagaimana LRA menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran 
secara menyeluruh dan berguna dalam mengevaluasi kinerja 
pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran ? 
Jawab: 
Dengan LRA kan kita bisa tau, utamanya kan bagaimana target 
pendapatan dipenuhi atau mungkin dilampaui, kalau kita bisa 
melampaui berarti kinerja kita bagus dari sisi pendapatan. Terus dari 
sisi belanja, kalau ada realisasi di bawah target itu berarti ada efisiensi 
belanja, efisiensi belanja bisa disebabkan karena selisih harga dari 
standarisasi harga sama harga pasar kan pasti ada. Terus bisa juga 
karena proses negosiasi atau tawar menawar. 
 
16. Bagaimana LRA mengidentifikasi secara jelas tentang informasi yang 
dianggap perlu ? seperti nama entitas laporan, cakupan entitas 
pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, satuan angka 
yang digunakan ? 
Jawab: 
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LRA Kabupaten itu memang sama saja dengan LK dari LRA OPD, 
semua kan terintegrasi di SIMDA jadi kalau pengen tau LRAnya 
BAPPEDA misalnya ya tinggal dibuka saja usernya semua sudah ada 
komplit di SIMDA termasuk periodenya yang semesteran atau 
sebagainya, kalau mata uangnya sesuai kebijakan akuntansi ya rupiah. 
 
17. Jika tidak menggunakan periode pelaporan selama satu tahun, apakah 
alasannya disertakan dalam catatan atas laporan keuangan ? 
Jawab: 
Basicly kan memang periode pelaporan satu tahun kita nggak pernah 
secara resmi membuat laporan yang persemester walaupun kita ada 
data. 
 
18. Jika ada hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti 
kebijakan fiskal dan moneter, apakah dijelaskan lebih lanjut dalam 
catatan atas laporan realisasi anggaran ? 
Jawab: 
Dijelaskan mbak, memang di CALK gambaran umum itu kayaknya 
ada dijelaskan pengaruh laporan keuangan terhadap kebijakan fiskal 
dan moneter yang berlaku sekarang ini. Di gambaran umum 
perekonomian dijelaskan karena memang itu sudah seperti sistematika 
harus ada gambaran kebijakan yang mempengaruhi. 
 
19. Jika terjadi perbedaan material antara anggaran dan realisasinya, 
apakah dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan ? 
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Jawab: 
Tentu saja kalau ada perbedaan ya dijelaskan dalam CALK. nanti kan 
wujud dari perbedaan anggaran dan realisasi itu SILPA endingnya 
disitu SILPAnya berapa itu dijelaskan secara rinci dan penyebabnya 
juga.  
 
B. Akuntansi Pendapatan 
1. Apakah pendapatan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci ? 
Di LRA rinci mbak, kita input di SIMDA juga per rincian obyek 
pendapatan baik pajak, retribusi, dan lain-lain itu nanti yang input 
masing-masing OPD yang menangani seperti kalau pajak itu BPKD, 
retribusi itu ada DISHUB, DISPERINDAKOP UKM, terus ada juga 
nanti DPUPR ada juga sedikit, terus KPR perijinan itu. Kemudian 
yang lain-lain pendapatan PAD yang sah itu BLUD baik Puskesmas 
maupun rumah sakit daerah. Itu semua terperinci walaupun nanti 
ditampilan SIMDA bisa dipilih mau yang rinci atau yang global bisa. 
 
2. Bagaimana pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas 
umum daerah ? 
Jawab: 
Pengakuan pendapatan ya mbak ? kalau kebijakan atau aturannya kan 
sekarang akrual diakui saat transaksi itu ada walaupun uangnya belum 
kita terima tetapi dalam pelaksanaanya mungkin dicatat diakhir 
melalui penjurnalan jadi seperti direkap dulu. 
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3. Bagaimana pencatatan transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan 
jasa dalam LRA ? 
Jawab: 
Selama ini belum ada pendapatan dalam bentuk barang dan jasa. Kalau 
hibah ada. 
 
4. Kalau yang hibah gimana bu ? 
Jawab: 
Kalau hibah kan berupa barang bisa misal kita menerima mobil dari 
Provinsi itu kan hibah berupa barang, kalau jasa kita juga nggak 
pernah. Yang pernah kita terima hibah berupa barang. Ada juga yang 
baru-baru ini ada hibah kepada masyarakat langsung tapi melalui 
pemerintah daerah, misalnya dari BMKG, banyak dari instansi vertikal 
itu bahkan kita juga berhibah kepada pengadilan, kejaksaan, 
kepolisian. 
 
5. Berupa barang semua bu ? 
Jawab: 
Iya, karena mereka juga suruh belanja sendiri kadang nggak mau takut 
mbak ya karena pengadaan barang dan jasa itu. 
 
6. Mengapa pendapatan LRA harus diklasifikasikan menurut jenis 
pendapatannya ? 
Jawab: 
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Karena kan informasi terkait pendapatan juga rinci ya mbak, kadang 
juga dibutuhkan juga  analisa pajaknya sendiri, retribusinya sendiri 
terutama kita dengan legislatif itu rincian dari pajak itu harus bisa 
disajikan karena mereka orangnya juga detail, termasuk nanti untuk 
laporan yang dari bagian pemerintahan itu ada namanya LPPD 
(Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah) juga minta laporan 
realisasi pendapatan yang rinci juga termasuk kepada BPS itu juga 
minta. 
 
7. Apakah semua informasi yang relevan mengenai bentuk pendapatan 
telah diungkapkan sedemikian rupa dalam catatan atas laporan 
keuangan ? 
Jawab: 
Informasi terkait pendapatan sudah diungkapkan di CALK termasuk 
nanti juga ada piutang pendapatannya berapa, tapi itu nanti diketahui 
diakhir, diawal-awal biasanya belum dijurnalkan Cuma dicatat dulu 
direkap. 
 
 
C. Akuntansi Belanja 
1. Apakah belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening 
Kas Umum Daerah ? 
Jawab: 
Belanja itu diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD mbak. 
Setiap pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, tapi kalau terbit 
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dari bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat 
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang 
mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU. Untuk 
pengukurannya sama mbak Pengukuran berdasarkan azas bruto dan 
diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum 
dalam dokumen pengeluaran yang sa 
 
2. Mengapa belanja yang telah dikeluarkan harus dicantumkan secara 
terperinci ? 
Jawab: 
Iya secara rinci juga, secara global kan ada belanja langsung dan 
belanja tidak langsung. Yang tidak langsung ada belanja hibah, 
bantuan sosial, bantuan keuangan. Nah bantuan keuangan itu yang 
sering jadi sasaran auditor. Kalau belanja langsung ada belanja 
pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa. Karena itu memang 
aturan ya mbak jadi harus sesuai. 
 
3. Bagaimana meralisasikan belanja yang telah diklasifikasikan ? apakah 
harus sesuai dengan jenis belanjanya ? 
Jawab: 
Jadi kita sesuai dengan SAP mbak, disana kan disebutkan juga kalau 
belanja dicatat berdasarkan jenis belanjanya. 
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4. Apakah semua informasi yang relevan mengenai bentuk belanja 
diungkapkan sedemikian rupa dalam catatan atas laporan keuangan ? 
Jawab: 
Ya, semua lengkap di CALK. 
 
D. Akuntansi Surplus/Defisit 
1. Apakah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu 
periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit ? 
Jawab: 
Surplus defisit ya jelas dicatat mbak. Ini kan kalau dimulai dari 
penganggaran sudah bisa kita ketahui surplus defisitnya. Kalau defisit 
biasanya diimbangi dengan pembiayaan daerah, pembiayaan daerah itu 
salah satu unsurnya itu dari SiLPA tahun kemarin walaupun pada saat 
penyusunan anggaran itu SiLPAnya masih perkiraan. Nah nanti 
SiLPAnya digunakan untuk perubahan anggaran.  
 
2. Kalau ada perubahan anggaran itu gimana bu ? 
Jawab: 
Memang kalau perubahan anggaran itu ada aturan di Permendagri No. 
13 salah satu hal yang bisa menjadikan kita melakukan perubahan 
anggaran ada banyak banyak hal, mungkin kejadian luar biasa yang 
bisa menyebabkan pengaruhnya pendapatan daerah dan juga ada 
peraturan yang menghendaki agar kita merubah anggaran. 
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E. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan 
1. Apakah penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada 
Rekening Kas Umum Daerah ? 
Jawab: 
Penerimaan pembiyaan adalah semua penerimaan yang masuk kas 
umum daerah, penerimaan pinjaman,  penjualan obligasi. Oh berarti 
menggunakan Basis kas mbak. Diakui pada saat diterima kas daerah. 
pengukurannya sebesar nilai nominal. 
 
2. Mengapa penerimaan pembiayaan yang dimiliki harus dicantumkan 
secara terperinci dalam LRA ? 
Jawab:  
Supaya lebih jelas penerimaan pembiayaan itu berasalnya dari mana 
saja. 
 
F. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan  
1. Apakah pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterima pada 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah ? 
Jawab: 
Pengeluarannya juga sama mbak, diakui pada saat  keluar dari kas 
daerah. Kalau pengukurannya sama kaya di SAP mbak. Coba nanti cek 
di peraturan kita. Pengungkapannya juga sama mbak. Contohnya bisa 
dibaca sendiri ya. 
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2. Mengapa pengeluaran pembiayaan yang dimiliki harus dicantumkan 
secara terperinci dalam LRA ? 
Jawab: 
Sama seperti pendapatan tadi, supaya lebih jelas pengeluaran untuk 
apa saja. 
 
G. Akuntansi Pembiayaan Neto 
1. Apakah selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran 
selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan neto ? 
Jawab: 
Semua sudah dicatatnya ya mbak baik penerimaan maupun 
pengeluaran pembiayaan nanti netonya ini jadi SiLPA juga. 
 
H. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 
1. Apakah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu 
periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit ? 
Jawab: 
Iya dicatat di surplus defisit walaupun biasanya banyak dibelanjanya 
pada sat penganggaran terus nanti dibiayai dengan pembiayaan. Pada 
saat realisasi nanti ada surplus pendapatan, tidak mungkin belanja 
habis 100% kalau ada pembelian yang sampai 100% itu berarti bohong 
mbak soalnya ada standarisasi harga, selisih harga pasar, ada nego dan 
sebagainya. Kalau untuk selisih belanja dibandingkan dengan 
Kabupaten yang lain, kita termasuk tinggi.  
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2. Semuanya juga sudah dijelaskan di CALK ya bu ? 
Ya harus mbak, nanti selisih belanjanya berapa, dari SKPD mana 
saja, nanti kan kelihatan SKPD mana saja yang tidak tercapai 
perencanaannya. 
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TRANSKIP WAWANCARA 
 
Narasumber  : Bapak Indri Arifin 
Tanggal  : 27 Mei 2019 
Jabatan  : Kepala Subbid Pelaporan 
 
A. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 
1. Apa standar akuntansi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Klaten 
dalam penyusunan Laporan Keuangan ? 
Jawab: 
Standar akuntansi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Klaten yaitu 
Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 tahun 2010. 
 
2. Bagaimana penyusunan laporan keuangan dilakukan ? khususnya 
LRA. 
Jawab: 
Kan setiap OPD mengirimkan hasil laporan mereka ke aplikasi 
SIMDA, lalu kita menyusunnya juga lewat data yang ada di SIMDA. 
Jadi apabila semuanya sudah oke maka otomatis LRAnya juga sudah 
tersusun. 
 
3. Berapa banyak orang yang terlibat dalam penyusunan LRA ? 
Jawab: 
Kalau dalam penyusunan LRA semua staf bidang akuntansi dan semua 
SKPD terlibat karena kan datanya kita dapat juga dari setiap SKPD.  
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4. Apa saja kendala yang dialami selama penyusunan LRA supaya sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ? 
Jawab: 
Dalam laporan keuangan itu kendalanya ada di SDMnyakarena tidak 
semua stafnya berasal dari bidang akuntansi jadi belum terlalu paham, 
tapi kalau untuk LRA mungkin jarang ada kendalanya paling hanya 
keterlambatan SKPD dalam menginput data ke dalam SIMDA. 
 
5. Mengapa BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian selama 
2 tahun berturut-turut ? apa alasannya ? 
Jawab: 
Terkait BPK yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian, 
untuk Kabupaten Klaten sendiri ada beberapa hal kendalanya. Untuk 
tahun 2016 penyebabnya yaitu pengendalian internya, kepatuhan 
terhadap peraturan dan kualitas laporan keuangannya masih kurang. 
Lalu berkaitan jg dengan adanya OTT pada tahun 2016 waktu itu. 
Kalau untuk tahun 2017 yaitu karena laporan dana BOS dinilai tidak 
valid, penyajian akuntansinya belum sesuai dengan normanya. Intinya 
Pemkab tidak dapat memberikan penjelasan atas selisih nilai 
pendapatan terkait dana BOS. Jadi penjelasannya belum bisa 
meyakinkan BPK. 
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6. Apakah  dalam  LRA  sudah  menyajikan realisasi pendapatan, belanja, 
surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, 
pembiayaan neto, selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran ? 
Jawab: 
Iya mbak, di LRA sudah disajikan semuanya secara jelas. 
 
7. Apakah LRA sudah memberikan informasi tentang realisasi dan 
anggaran entitas pelaporan secara tersanding ? 
Jawab: 
Sudah, karena kan LRA itu gunanya untuk membandingan anggaran 
dengan realisasinya selama satu periode. 
 
8. Berapa kali LRA disajikan dalam satu tahun ? 
Jawab: 
LRA hanya disajikan satu kali dalam satu tahun. 
 
9. Setelah tahun anggaran berakhir, butuh waktu berapa lama untuk 
menyajikan LRA ? 
Jawab: 
Dalam peraturan itu kan maksimal LRA disajikan 6 bulan setelah 
tahun anggaran berakhir, nah kita biasanya akhir April atau awal Mei 
itu sudah selesai. 
 
10. Bagaimana penyajian penjelasan yang lebih rinci mengenai informasi 
LRA ? apakah sudah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan ? 
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Jawab: 
Semua transaksi yang terjadi selama tahun anggaran tersebut tentu saja 
dijelaskan secara jelas dan rinci di dalam CALK, seperti pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan-pembiayaan yang lainnya.  
 
11. Bagaimana LRA mengidentifikasi secara jelas tentang informasi yang 
dianggap perlu ? seperti nama entitas laporan, cakupan entitas 
pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, satuan angka 
yang digunakan ? 
Jawab: 
LRA itu kan dibuat dengan menggunakan SIMDA jadi otomatis semua 
komponen tersubut sudah ada, seperti periode pelaporannya, lalu mata 
uang yang digunakan rupiah dan lain sebagainya. 
 
12. Jika tidak menggunakan periode pelaporan selama satu tahun, apakah 
alasannya disertakan dalam catatan atas laporan keuangan ? 
Jawab: 
Selama ini kita selalu membuat laporan realisasi anggaran setiap satu 
tahun sekali. 
 
13. Jika terjadi perbedaan material antara anggaran dan realisasinya, 
apakah dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan ? 
Jawab: 
Tentu dijelaskan dan disebutkan kan juga perbedaannya itu terjadi 
karena apa dan untuk apa. 
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B. Akuntansi Pendapatan 
1. Apakah pendapatan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci ? 
Jawab: 
Iya mbak, segala jenis pendapatan akan dijelaskan secara terperinci 
dari mana saja asal pendapat tersebut diperoleh.  
 
2. Bagaimana pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas 
umum daerah ? 
Jawab: 
Jadi kita mengakui dan mengukur pendapatan itu pakai sama persis 
dengan SAP persis. Untuk pendapatan diakui pada saat kas diterima. 
Untuk pengukurannya kita juga sama dengan PSAP, dimana 
pengukuran pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu 
dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah 
netonya. 
 
3. Bagaimana pencatatan transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan 
jasa dalam LRA ? 
Jawab: 
Selama ini belum pernah melakukan transaksi pendapatan dalam 
bentuk barang dan jasa. 
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4. Mengapa pendapatan LRA harus diklasifikasikan menurut jenis 
pendapatannya ? 
Jawab: 
Karena kan setiap pendapatan itu didapat dari transaksi yang berbeda-
beda seperti pendapatan dari pajak, retribusi daerah dan lain-lain. Kita 
mencatatnya sesuai dengan yang ada di SAP. 
 
5. Apakah semua informasi yang relevan mengenai bentuk pendapatan 
telah diungkapkan sedemikian rupa dalam catatan atas laporan 
keuangan ? 
Jawab: 
Semuanya dijelaskan secara detail di CALK. 
 
C. Akuntansi Belanja 
1. Apakah belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening 
Kas Umum Negara/Daerah ? 
Jawab: 
Belanja disini sudah memakai basis kas. Belanja diakui pada saat 
terjadinya pengeluaran uang dari kasda. Lalu untuk pengukuran 
belanja berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal 
yang dikeluarkan dan dicantumkan dalam dokumen pengeluaran yang 
sah. 
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2. Mengapa belanja yang telah dikeluarkan harus dicantumkan secara 
terperinci ? 
Jawab: 
Supaya entitas lain atau orang yang berkaitan dengan laporan 
keuangan tau bahwa selama tahun anggaran tersebut kita telah 
mengeluarkan belanja apa saja. 
 
3. Bagaimana meralisasikan belanja yang telah diklasifikasikan ? apakah 
harus sesuai dengan jenis belanjanya ? 
Jawab: 
Iya, sesuai dengan jenis belanjanya. Belanja daerah dalam APBD 
dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung, 
yang kemudian diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek. 
 
4. Apakah semua informasi yang relevan mengenai bentuk belanja 
diungkapkan sedemikian rupa dalam catatan atas laporan keuangan ? 
Jawab: 
Iya semua diungkapkan secra jelas di CALK. 
 
D. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan 
1. Apakah penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah ? 
Jawab: 
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, 
pengukurannya sebesar nilai nominal. Jadi itu pakai basis kas. 
128 
 
 
 
 
2. Mengapa penerimaan pembiayaan yang dimiliki harus dicantumkan 
secara terperinci dalam LRA ? 
Jawab: 
Sama seperti pendapatan tadi ya, jadi kan penerimaan itu tidak hanya 
berasal dari satu transaksi saja tetapi dari beberapa transaksi. Jadi 
semuanya harus disebutkan dalam CALK. 
 
E. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan  
1. Apakah pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterima pada 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah ? 
Jawab: 
Pengeluaran itu diakui ketika uang keluar dari kasda dan untuk 
pengukurannya itu berdasarkan nilai nominal dari transaksi. 
 
2. Mengapa pengeluaran pembiayaan yang dimiliki harus dicantumkan 
secara terperinci dalam LRA ? 
Jawab: 
Supaya jelas selama tahun anggaran tersebut kita telah melakukan 
pengeluaran apa saja. 
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TRANSKIP WAWANCARA 
 
Narasumber  : Ibu Windarti 
Tanggal  : 1 Juli 2019 
Jabatan  : Kepala Subbid Analisis Data Keuangan 
 
A. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 
1. Apa standar akuntansi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Klaten 
dalam penyusunan Laporan Keuangan ? 
Jawab: 
Disini pake SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). 
 
2. Berarti sudah menerapkan PP 71 tahun 2010 bu? 
Jawab: 
Iya, karena standar pemeriksaan dari pemeriksa pake SAP itu. 
 
3. Bagaimana penyusunan laporan keuangan dilakukan ? khususnya 
LRA. 
Jawab: 
Kalau LRA itu kan jadi kan kita pake aplikasi SIMDA, jadi semua 
transaksi itu nanti secara otomatis terbentuk jurnalnya. Untuk LRA 
ketika nihil itu sudah selesai otomatis LRAnya sudah jadi. Jadi untuk 
LRA semua itu pake data dari aplikasi SIMDA. 
 
4. Berapa banyak orang yang terlibat dalam penyusunan LRA ? 
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Jawab: 
Kalau orang yang terlibat secara langsung itu otomatis semua SKPD 
terlibat, jadi semua transaksi keluar yang realisasi-realisasi itu masuk 
LRA. Karena kita ngambilnya angka dari aplikasi jadi semua transaksi 
mereka mengajukan baik SPP, SPM, SP2D nah dari realisasi itu nanti 
LRAnya terbentuk. Jadi untuk orang yang terlibat ya semua OPD 
terlibat untuk LRA. 
 
5. Apa saja kendala yang dialami selama penyusunan LRA supaya sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ? 
Jawab: 
Kalau LRA kita cenderung minim masalahnya dibanding laporan yang 
lain karena ketika rekon kasnya udah oke biasanya LRAnya nggak 
masalah. Kalau rekon kasnya udah oke, nihilnya oke nanti LRAnya 
oke. 
 
6. Mengapa BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian selama 
2 tahun berturut-turut ? apa alasannya ? 
Jawab: 
Kalau di 2016 WDP kita karena di LRAnya karena BPK menilai ada 
yang tidak wajar di LRAnya yaitu di belanja bantuan keuangan. Jadi 
pas 2016 ada OTT itu yang dampaknya sampai dengan dana aspirasi 
dari dewan jadi ketika itu BPK masuk sampai dana aspirasi dan 
dilaporkan ditemukan ada komitmen fee 10%. BPK menilai untuk 
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LRAnya terutama di belanja bantuan keuangan kan tidak wajar karena  
ketika kita memberikan100.000 padahal uang yang 10.000nya dipake 
untuk komitmen, berarti kan mereka sebenarnya hanya membelanjakan 
90.000 nah yang 10.000 itu yang dianggap tidak wajar. Kalau yang 
2017 kemarin pengecualiaanya di dana BOS (saldo kas dana BOS). 
Sampai dengan pembahasan kedua kita belum bisa menyajikan secara 
fix untuk saldo dari dana BOS, jadi saldonya berubah-berubah terus 
gitu lho mbak. 
 
7. Apakah  dalam  LRA  sudah  menyajikan realisasi pendapatan, belanja, 
surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, 
pembiayaan neto, selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran ? 
Jawab: 
Semuanya sudah diajikan sesuai dengan SAP. 
 
8. Apakah LRA sudah memberikan informasi tentang realisasi dan 
anggaran entitas pelaporan secara tersanding ? 
Jawab: 
Sudah mbak karenak kan LRA itu digunakan untuk membandingkan 
anggaran dengan realisasinya. 
 
9. Berapa kali LRA disajikan dalam satu tahun ? 
Jawab: 
Kalau LRA satu tahun sekali. Sama dengan laporan keuangan yang 
lain.  
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10. Setelah tahun anggaran berakhir, butuh waktu berapa lama untuk 
menyajikan LRA ? 
Jawab: 
Sebenarnya kalau LRA itu paling cepet, kita angka fixnya itu setelah 
nihilnya keluar sama pas rekon kasnya oke, LRAnya sudah jadi tapi 
untuk kemarin karena selama pemeriksaan kita masih ada pergerakan 
angka jadi untuk LRAnya selesainya sama dengan laporan yang lain. 
 
11. Bagaimana penyajian penjelasan yang lebih rinci mengenai informasi 
LRA ? apakah sudah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan ? 
Jawab: 
Untuk tahun ini LRAnya itu untuk belanja barang dan jasa BOS itu 
dirinci, BPK minta dirinci sampai dengan rincian objek. Makanya 
untuk kemarin LRAnya kita manual karena harus merinci belanja 
perhari. Misalnya belanja BOS itu belanja apa saja itu harus dirinci. 
Sama seperti belanja di OPD yang lain. Pokoknya untuk LRAnya kita 
untuk yang LKPD 2018 kita pakai yang manual, jadi nanti antara 
laporan keuangan (audited)sama SIMDA nanti berbeda tampilannya 
kalau untuk angka keseluruhannya sama. 
 
12. Jika terjadi perbedaan material antara anggaran dan realisasinya, 
apakah dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan ? 
Jawab: 
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Kalau LRA itu kan komparatif dari tahun lalu sama tahun sekarang 
jadi udah menjelaskan misalnya belanja pegawai tahun 2018 sekian, 
2017 sekian, selisih realisasi anggarannya berapa persen terus dari 
tahun lalu itu naik apa turun alasannya apa kita sudah jelaskan di 
CALK. 
 
B. Akuntansi Anggaran 
1. Bagaimana penerapan akuntansi anggaran di Pemeritah Kabupaten 
Klaten? 
Jawab: 
Itu laporan realisasi anggaran mbak 
 
2. Itu digunakan untuk mengalokasikan anggaran atau bagaimana bu ? 
Jawab: 
Kalau di kita ya Cuma APBD itu mbak. Sama untuk 
pertanggungjawaban dan membantu pengelolaan pendapatan, belanja, 
transfer, dan pembiayaan. 
 
C. Akuntansi Pendapatan 
1. Bagaimana pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas 
umum daerah ? 
Jawab: 
Pendapatan diakui pada saat kas diterima baik di kasda maupun 
bendahara. Lalu untuk pengukurannya dilaksanakan berdasarkan azas 
bruto. 
134 
 
 
 
 
2. Bagaimana pencatatan transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan 
jasa dalam LRA ? 
Jawab: 
Pendapatan dalam bentuk barang dan jasa maksutnya gimana? 
 
3. Kayak hibah gitu bu ? 
Jawab: 
Nanti kan kita menerima hibah kita juga melakukan pencatatan, jadi 
pendapatan hibah misalnya hibah dalam bentuk apa barang. Kalau 
hibah dalam bentuk barang berarti kan kita mengakui asetnya dulu 
sama pendapatan hibahnya. 
 
4. Biasanya kalau hibah barang apa bu ? 
Jawab:  
Macam-macam, ada yang obat-obatan, ada yang kendaraan, ada yang 
alat-alat pertanian, ada yang hibah bangunan dari Provinsi. 
 
5. Apakah pendapatan LRA harus diklasifikasikan menurut jenis 
pendapatannya ? 
Jawab: 
Diklasifikasikan menurut jenis pendapatannya, misalnya pendapatan 
asli daerah, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain. 
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6. Apakah semua informasi yang relevan mengenai bentuk pendapatan 
telah diungkapkan sedemikian rupa dalam catatan atas laporan 
keuangan ? 
Jawab: 
Iya mbak semua sudah dicatat di CALK 
 
D. Akuntansi Belanja 
1. Apakah belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening 
Kas Umum Negara/Daerah ? 
Jawab: 
Iya mbak sesuai dengan SAP yaitu diakui pad saat terjadinya 
pengeluaran uang dari kasda. 
 
2. Mengapa belanja yang telah dikeluarkan harus dicantumkan secara 
terperinci ? 
Jawab: 
Supaya lebih jelas dan tau telah mengeluarkan belanja apa saja. 
 
3. Bagaimana meralisasikan belanja yang telah diklasifikasikan ? apakah 
harus sesuai dengan jenis belanjanya ? 
Jawab:  
Untuk belanja itu dibedakan menjadi belanja operasi, belanja modal 
dan belanja tak terduga. Untuk belanja operasi itu meliputi belanja 
pegawi, belanja barang, hibah dan lain-lain. Kalu untuk belanja modal 
136 
 
 
 
itu seperti belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan 
dan lain sebagainya. 
 
E. Akuntansi  Pembiayaan 
1. Bagaimana pengungkapan dan pengukuran akuntansi pembiayaan ? 
Jawab: 
Kan ada 2 itu mbak, untuk penerimaan pembiayaan diakui pada saat 
kas diterima di KASDA. Jadi pakai basis Kas itu mbak. Sedangkan 
untuk pengeluarannya? Sama mbak, ketika uang keluar dari Kasda. 
Untuk pengukurannya berdasarkan nilai nominal dari transaksi. 
Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. 
 
F. Transaksi Dalam Mata Uang Asing 
3. Selama tahun 2017 apakah Pemerintah Kabupaten Klaten pernah 
melakukan transaksi dengan mata uang asing ? 
Jawab: 
Enggak mbak, meskipun nanti ada mata uang asing tetap kita 
rupiahkan. 
 
4. Tapi belum pernah ada transaksi dengan pihak asing ya bu ? 
Jawab: 
Belum pernah. Kita punya retribusi IMTA yang melibatkan orang 
asing, tapi kita tetap melakukan transaksi dengan rupiah. 
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5. Retribusi IMTA itu apa bu ? 
Jawab: 
Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing 
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Lampiran 5 : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klaten 
TA 2017 
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